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Judul :Akibat Hukum Penetapan Konsinyasi dalam Penyelesaian
Sengketa Perjanjian Jual-Beli (Pendekatan Kasus dalam Perkara
No. 267/PK/Pdt/2009)
____________________________________________________________________
Penulisan skripsi ini menitik beratkan pada penelitian tentang Akibat Hukum
Penetapan Konsinyasi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual-Beli melalui
Pendekatan Kasus dalam Perkara No. 267/PK/Pdt/2009. Adapun masalah yang dikaji,
penulis meniliti suatu putusan hakim untuk melihat sejauh mana penetapan
konsinyasi mengakhiri suatu perjanjian, mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh
ketika salah satu pihak tidak menerima penetapan konsinyasi dari Pengadilan Negeri
setempat, dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.267/PK/Pdt/2009
yang mengenyampingkan penetapan konsinyasi.
Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali informasi dari putusan hakim
No.267/PK/Pdt/2009 dengan menggunakan metodologi penelitian kepustakaan
(Library Research) ditunjang dengan literatur-literatur yang dapat mendukung objek
penelitian.
Dari hasil penelitian dengan metode dan pendekatan penelitian yang
digunakan, peneliti berhasil menemukan bahwasanya Konsinyasi dalam pasal 1381
KUHPerdata adalah salah satu jalan menghapuskan perikatan, tidak selamanya
bermakna demikian. Peneliti juga berhasil mengidentifikasi bahwasanya meskipun
telah ada penetapan konsinyasi dari pengadilan Negeri Setempat, para pihak masih
memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum, baik upaya hukum biasa
maupun upaya hukum luar biasa. Peneliti juga berhasil menyimpulkan bahwa dalam
putusan hakim dalam perkara No.267 KUHPerdata alasan dikesampingkannya
xPenetapan Konsinyasi karena pihak yang mengajukan Konsinyasi telah terbukti
Wanprestasi sebelum adanya penetapan Konsinyasi.
Implikasi dari hasil penelitian adalah agar kiranya Pengadilan Negeri dalam
menerima permohonan dan mengeluarkan penetapan konsinyasi haruslah terlebih
dahulu mengkaji dengan teliti, dasar dari permohonan konsinyasi serta akibat yang
akan ditimbulkan setelah adanya penetapan konsinyasi agar tidak tumpang tindih
dengan dasar hukum lainnya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai mahluk sosial selalu dihadapkan dengan kegiatan
bersama sebagai bentuk manifestasi dari dinamika sosial yang mereka laksanakan.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilatarbelakangi atas dorongan untuk memenuhi
kebutuhan masing-masing pihak. Dasar itulah yang kemudian melahirkan
kegiatan tukar-menukar, sewa-menyewa, jual-beli, simpan-pinjam serta kegiatan-
kegiatan lainnya yang terkadang berimplikasi pada pemenuhan kewajiban dan hak
salah satu pihak atau keduanya.
Seiring perkembangan zaman yang diikuti pula perkembangan kebutuhan
manusia maka kegiatan perdata yang dilaksanakan melahirkan hal yang semakin
kompleks. Hal yang paling umum dilakukan masyarakat dalam kehidupan adalah
kegiatan jual-beli, baik itu untuk kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier.
Kegiatan jual beli ini bisa melahirkan permasalahan karena tidak dipenuhinya isi
perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
Permasalahan tidak dipenuhinya perjanjian bisa disebabkan oleh berbagai faktor,
misalnya: penjual tidak menyerahkan barang yang dijanjikan sebagaimana isi
perjanjian, pembeli tidak membayar kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.
Agama Islam sebagai agama yang sempurna, telah mengajarkan agar para
ummatnya senantiasa memenuhi perjanjian atau akad yang dibuatnya. Hal ini





“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji ...”1
Al-uquud, al’uhuud : janji-janji dan semua yang diikat, diakadkan, yaitu
semua yang dihalalkan oleh Allah, dan diharamkan serta batas-batas hukum dalam
Al-Qur’an, jangan kalian menyalahinya atau mengingkarinya.
Zaid bin Aslam berkata : Aufu bil ‘uquud, al uhuud itu ada enam :
Abdullah (perintah dan larangan Allah), Aqdul hilf (perjanjian persekutuan suku),
Aqdusy Syarikah (perjanjian Persekutuan dagangan), Aqdul bai’ (perjanjian jual
beli), Aqdun Nikah (Akad Nikah Perkawinan), Aqdul Yamin (Perjanjian
Sumpah).2






1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet.I; Bandung: Syamil Qur’an
,2012), h. 107
2H.Salim Bahreisy dan H.Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3 (Kuala Lumpur:
Victory Agency, 1998),  h. 514-516
3Terjemahnya :
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”3
Ayat ini berupa tuntunan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin jika
mereka dalam mu’amalah hutang piutang supaya ditulis, supaya tertentu
kadarnya, waktunya dan mudah untuk persaksiannya, sehingga tidak ragu.
Faktubuuhu; perintah menulis disini hanya petunjuk ke jalan yang baik
dan terjamin keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib.
Atas dasar perintah ini wajib atas orang yang pandai untuk menulis dan
membantu menuliskan hutang piutang yang terjadi.4
Dalam hadis juga dijelaskan tentang hutang piutang, sebagai berikut :
 ِﺪْﮭَﻣ ُﻦْﺑ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ُﺪْﺒَﻋ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ٍرﺎﱠﺸَﺑ ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ ُنﺎَﯿْﻔُﺳ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ٍّي
 ُﻞْﻄَﻣ َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِِّﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ َةَﺮْﯾَﺮُھ ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ ِجَﺮَْﻋْﻷا ْﻦَﻋ ِدﺎَﻧ ِّﺰﻟا
 ْﻊَْﺒﺘَﯿْﻠَﻓ ٍّﻲِﻠَﻣ َﻰﻠَﻋ ْﻢُُﻛﺪََﺣأ َﻊِْﺒُﺗأ َاذِإَو ٌﻢْﻠُظ ِِّﻲَﻨﻐْﻟا
Artinya :
Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mahdi
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-
Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Penundaan pelunasan utang oleh orang kaya adalah tindakan zhalim. Apabila
3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 59
4H.Salim Bahreisy  dan H.Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1(Kuala Lumpur:
Victory Agency, 1998), h. 30-31
4seorang di antara kalian dipindahkan utang piutangnya kepada orang yang
mampu, hendaklah ia mengikutinya".5
 ُﻦْﺑ ُُﺲﻧُﻮﯾ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ َلﺎَﻗ ٌﻢْﯿَﺸُھ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ َلﺎَﻗ ﱡيِوَﺮَﮭْﻟا ِ ﱠ  ِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ
 ِّﻲِﻨَﻐْﻟا ُﻞْﻄَﻣ َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِّﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ ٍﻊِﻓﺎَﻧ ْﻦَﻋ ٍﺪَْﯿﺒُﻋ
 ٍﺔَﻌْﯿَﺑ ِﻲﻓ ِﻦَْﯿﺘَﻌْﯿَﺑ ْﻊَِﺒﺗ َﻻَو ُﮫَْﻌْﺒﺗﺎَﻓ ٍءﻲِﻠَﻣ ﻰَﻠَﻋ َﺖْﻠُِﺣأ َاذِإَو ٌﻢْﻠُظ
Artinya :
Ibrahim bin Abdullah Al Harawi menceritakan kepada kami, ia berkata:
Husyaim meneritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Ubaid menceritakan
kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Penangguhan utang oleh orang kaya adalah kedzaliman, dan apabila piutangmu
dipindahkan kepada orang yang kaya, maka ikutilah. Dan, janganlah kamu
menjual dua macam penjualan dengan satu akad jual-beli"6
Selanjutnya dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu UUD 1945
pasal 28 H ayat (4) menegaskan :
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.7
Berdasarkan pasal 28 H ayat (4) tersebut jika dikaitkan dengan jual beli
atau hutang-piutang, maka setiap orang (debitur) wajib memenuhi prestasi yang
telah disepakatinya dengan kreditur, yaitu debitur wajib membayar atau melunasi
utang-utangnya kepada kreditur, dan tidak boleh melakukan wanprestasi atau
beritikat buruk untuk mengambil hak milik kreditur secara sewenang-wenang.
5Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi.
http://www.kampungsunnah.org.chm (21 Maret 2015), hadis no. 1308.
6 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi.
http://www.kampungsunnah.org.chm (21 Maret 2015), hadis no. 1309.
7Imron Samsuharto, Undang-Undang Dasar 1945 (Semarang : Dahara Prize, 2009), h. 46
5Dalam KUHPerdata ditegaskan bahwa apabila salah satu pihak ( debitor)
tidak memenuhi perjanjian atau perikatan yang telah disepakati bersama dengan
kreditor, maka debitor wajib memberikan biaya, rugi, dan bunga. Hal tersebut
sangat jelas dalam pasal 1235 dan 1236 KUHPerdata :
Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban untuk
menyerahkan barang yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang kepala
rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan.
Luas tidaknya kewajiban terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu;
akibatnya akan ditunjuk dalam bab yang bersangkutan.
Debitur wajib memberi ganti biaya,kerugian dan bunga kepada kreditur bila
dia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidal
merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.
Akhirnya dalam pasal 1381 KUHPerdata disebutkan salah satu hapusnya
perikata, yaitu karena penawaran pembayaran tunai atau diikuti dengan penitipan
uang pembayaran dipengadilan, apabila pihak kreditur tidak ingin menerima
pembayaran tersebut, cara ini dikenal dengan istilah konsinyasi.
Konsinyasi merupakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan
penyimpanan atau penitipan yang dapat terjadi berdasarkan pasal 1404
KUHPerdata, yaitu jika dalam perjanjian kreditur tidak bersedia menerima
prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur, maka membebaskan debitur dari
perikatan yang bersumber dari perjanjian yang dibuatnya dengan kreditur. Adapun
pembayaran (konsinyasi) yang disimpan atau dititipkan (pada juru sita
pengadilan) itu berada atau menjadi tanggung jawab kreditur.
Telah terjadi suatu konsinyasi yang dilakukan oleh debitur kepada
kreditur, sebagaimana terjadi dalam perkara sengketa jual beli tanah yang
disepakati pada tanggal 8 Februari 2002 pihak PT. Gowa Makassar Tourisme
Development (GMTD) sebagai pembeli, dan pihak penjual atas nama pemilik
tanah dan ahli waris Almarhum Andi Mappagiling Karaengta Karuwisi, dengan
pembayaran tahap I pada tanggal 15 Februari 2002 tetapi baru dibayarkan pada
6tanggal 20 Februari 2002, selanjutnya pembayaran tahap II dijanjikan oleh debitur
pada tanggal 15 Maret 2002 tetapi dibayar melalui penitipan uang di pengadilan
(konsinyasi) dengan permohonan konsinyasi tanggal 3 April 2003
(No.01/Pen.Kns/2003/PN.Mks) dan memperoleh penetapan tanggal 22 April 2003
sesuai berita acara penyimpanan No.01/BA.Kns/2003/PN.Mks
Kenyataannya, konsinyasi yang dilakukan debitur tidak serta merta
mengakhiri perikatan yang disepakati keduanya sebagaimana yang menjadi bunyi
pasal 1381 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan berakhirnya suatu
perikatan karena penitipan pembayaran di pengadilan (Konsinyasi). Hal ini
terlihat dari putusan Mahkamah Agung No. 267/PK/Pdt/2009.
Berangkat dari fenomena tersebut, oleh penulis merasa perlu untuk
mengkaji lebih dalam, yaitu sejauh mana suatu penetapan konsinyasi mempunyai
akibat hukum sebagai salah satu jalan hapusnya perikatan.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap suatu perjanjian
jual-beli setelah adanya penetapan konsinyasi ?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak
menerima penetapan konsinyasi ?
3. Bagaimanakah alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam
putusan No. 267/PK/Pdt/2009 ?
C. Pengertian Judul
Akibat hukum penetapan konsinyasi dalam penyelesaian sengketa
perjanjian jual beli adalah konsekuensi yang harus diterima oleh debitur dan
kreditur setelah adanya penetapan konsinyasi dari Pengadilan Negeri setempat
sebagai jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan sisa pembayaran yang tidak
ingin diterima oleh kreditur.
7D. Kajian Pustaka
Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu
tinjauan yuridis terhadap Akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap dalam
penyelesaian sengketa jual beli, dalam hal ini ada beberapa literatur yang
membahas terkait masalah tersebut, namun belum ada yang membahas secara
khusus tentang judul skripsi ini begitu pula dengan penelitian-penelitian ilmiah
sebelumnya. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka
dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang
dimaksud antaranya seperti,
Gamal Komandoko dan Handri Raharjo dalam bukunya Panduan dan
Contoh menyusun Surat Perjanjian dan kontrak terbaik menyebutkan bahwa salah
satu cara hapusnya suatu perikatan seperti yang tercantum pada pasal 1381 pada
poin (2) disebutkan bahwa penawaran pembayaran tunai diikuti dengan
penyimpanan/ penitipan (konsinyasi) lebih lanjut dijelaskan bahwa penawaran
dengan penyimpanan atau penitipan adalah suatu cara hapusnya perikatan dimana
debitur hendak membayar utangnya tetapi pembayaran ini ditolak oleh kreditur,
maka debitur dapat menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan
Negeri di wilayah hukumnya.8 Penyusun dalam hal ini berfokuskan pada akibat
yang ditimbulkan setelah adanya penetapan konsinyasi yang tidak menghapuskan
perikatan,hal ini berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam buku tersebut
Wawan Muhwan Hariri, dalam bukunya yang membahas tentang Hukum
Perikatan juga menyebutkan tentang Konsinyasi sebagai upaya untuk
menghapuskan suatu perikatan yang berdasar pada aturan KUHPerdata pasal
1381, yaitu penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau
8 Gamal Komandoko dan Handri Raharjo, Panduan & Contoh Menyusun Surat perjanjian
dan Kontrak Terbaik (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013) h. 11
8penitipan tetapi dalam buku ini tidak jelaskan secara detail tentang langkah
langkah yang bisa ditempuh ketika salah satu pihak tidak menerima penetapan
konsinyasi tersebut.9 Hal yang tidak dijelaskan oleh beliau menjadi bahan kajian
yang difokuskan oleh penyusun dalam rencana penelitian ini.
Muhammad Syaifuddin dalam bukunya tentang Memaham Kontrak dalam
Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum secara umum
menjelaskan tentang Konsinyasi adalah suatu penawaran pembayaran
(pelaksanaan prestasi) tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang
dapat terjadi berdasarkan pasal 1404 KUH Perdata, yaitu jika dalam kontrak
kreditor (atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi) tidak bersedia
menerima prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor.10 Sedangkan penyusun
dalam hal ini memfokuskan penelitian pada masalah penetapan konsinyasi yang
tidak menghapuskan perikatan meskipun telah ditetapkan oleh badan yang
berwenang.
Istiqamah dalam bukunya Hukum Perdata di Indonesia mengatakan bahwa
Konsinyasi merupakan salah satu bagian atau cara untuk menghapuskan perikatan
yaitu melalui penawaran pembayaran tunai oleh penyimpanan, artinya yang akan
dibayarkan itu telah disimpan ditempat tertentu atau ditempat kreditur untuk
diambil sebagai pelunasan jika sampai waktunya.11 Penyusun dalam hal ini
memfokuskan penelitian pada penyimpanan yang telah memperoleh penetapan
dari pengadilan (penetapan konsinyasi ) tetapi tidak serta merta mengakhiri suatu
perikatan sebagaimana yang menjadi pengertian dari konsinyasi itu sendiri.
9Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 119
10Muhammad Syaifuddin, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori,
Dogmatik & Praktik Hukum (Cet. I; Bandung: CV.Mandar Maju, 2012),  h. 415
11Istiqamah, Hukum Perdata di Indonesia ( Makassar: Alauddin University Press, 2011),
h. 203
9Ahmadi Miru dan Sakka Pati dalam bukunya Hukum Perikatan
mengatakan bahwa konsinyasi dilakukan jika kreditur menolak penawaran
pembayaran dari debitur, maka debitur berhak menitipkan pembayaran tersebut  di
pengadilan negeri dan itu berlaku sebagai pembayaran bagi debitur dan
membebasan debitur dari utangnya asal penawaran itu sesuai dengan undang-
undang.12 Penyusun dalam penelitian ini memfokuskan pada penitipan konsinyasi
yang tidak mengakhirkan perjanjian. Hal ini bertentangan dengan apa yang
dijelaskan oleh penulis dalam bukunya.
E. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dengan meninjau dan mengkaji masalah berdasarkan
prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, literatur-literatur perundang-undangan yang
terkait, dan pandangan-pandangan klasik para ahli hukum yang mempunyai
kualifikasi yang tinggi (doktrin). 13
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan
resmi yang berkaitan dengan masalah penetapan konsinyasi sebagai sumber
hukum (statute approach) terutama difokuskan pada ketentuan KUHPerdata yang
berlaku di Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus
(case approach) yaitu menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan oleh
hakim dalam putusannya, khususnya dalam putusan No. 267/PK/Pdt/2009.
3. Sumber Data
12Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233-
1456BW (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 127-128
13Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007), h. 119
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-
hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder diperoleh
dari:
a. Bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU, dan putusan yang dikeluarkan
oleh Mahkamah Agung dalam perkara No. 267/PK/Pdt/2009 dan bahan hukum
sekunder, berupa, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait
dengan masalah yang dibahas.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau
hasil kajian tentang Konsinyasi seperti; seminar hukum, majalah-majalah,
karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan
dengan permasalahan dalam skripsi ini.
c. Bahan hukum tertier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan
keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.14
4. Metode Pengumpulan Data
Penulisan skripsi ini menggunakan metode Library Research (Penelitian
Kepustakaan) yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti :
peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, internet, pendapat sarjana,
dan bahan lainnya yang sangat berkaitan dengan skripsi.15
5. Analisis data
14 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2004), h. 5
15 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, h. 1
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Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara
kualitatif, yakni menganalisis data sekunder tanpa menggunakan statistik untuk
menjawab permasalahan dalam skripsi ini. 16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, ialah :
Untuk menguji kebenaran teori konsinyasi yang mengatakan bahwa
konsinyasi menjadi salah satu cara hapusnya perikatan.
2. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini, ialah :
a. Kegunaan Ilmiah Bagi Mahasiswa Hukum khususnya Fakultas Syariah Dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hasil penulisan skripsi
ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi mahasiswa
yang ingin mengetahui serta meneliti lebih jauh tentang Akibat Hukum
penetapan Konsinyasi dalam penyelesaian sengketa jual beli.
b. Kegunaan Praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi
untuk penegak hukum dan masyarakat pada umumnya tentang bagaimana
akibat hukum dari penetapan konsinyasi sebagai salah satu jalan hapusnya
suatu perikatan, upaya hukum yang dapat ditempuh ketika tidak menerima
penetapan konsinyasi serta sebagai bahan pertimbangan pihak yang berwenang
untuk menetapkan konsinyasi agar kiranya mengkaji lebih dalam dasar suatu
permohonan konsinyasi.
16 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Rineka Cipta, 2007), h. 15
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI
A. Pengertian Perjanjian
Perikatan atau perjanjian dalam hukum islam dikenal dengan kata akad.
Akad berasal dalam bahasa Arab al-‘aqdu yang secara etimologi berarti perikatan,
perjanjian, dan permufakatan (al-Ittifaq). Secara terminologi fiqih, akad
didefenisikan dengan : pertalian ijan (pernyataan melakukan ikatan dan kabul)
sesuai dengan kehendakn syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.1
Kata aqad yang dipakai dalam Al-Qur’an sangat berarti dan komprehensif.
Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut al-‘aqad, yakni ikatan
untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang
timbul akibat perjanjian disebut al-uqud.2
Perjanjian menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata didefenisikan
sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian menjadi salah satu dasar lahirnya
suatu perikatan, dimana dasar hukum perikatan diatur dalam buku III dan buku IV
KUHPerdata.
Penjelasan tentang akad atau perjanjian dalam hukum islam sejalan dengan
dengan perikatan atau perjanjian dalam hukum perdata sebagaimana ketentuan
dalam pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi bahwa: “Tiap-tiap perikatan
dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”. Artinya
perjanjian dibuat atas dasar kerelaan oleh kedua pihak atau lebih untuk
1 Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press,
2013) h. 32
2 A. Rahman I Doi, Muamalah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) h. 16
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memperoleh manfaat yang diharapkan serta perjanjian tersebut mempunyai akibat
hukum terhadap keduanya.
Jika dikaitkan dengan perikatan sebagaimana penjelasan dalam pasal 1233
KUH Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian ini yang kemudian
melahirkan perikatan baik yang bersifat sepihak (dimana hanya ada satu pihak
yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bersifat timbal balik (dengan kedua
belah pihak saling berprestasi). Dengan demikian, kontrak atau perjanjian
merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang
yang dapat menimbulkan perikatan.3
Dalam perjanjian dimungkinkan lahirnya perikatan lebih dari satu dengan
kewajiban berprestasi yang saling timbal balik, dimana debitur pada satu sisi
menjadi kreditur pada sisi yang lain secara bersamaan. Berbeda halnya dengan
perikatan yang lahir karena undang-undangn, hanya ada satu pihak yang menjadi
debitur dan pihak yang menjadi kreditur berhak atas pelaksanaan prestasi debitur.
Selain perjanjian dan undang undang, sumber perikatan juga bisa didasari
oleh
1. Putusan hakim
Putusan hakim adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap (viterlijke gewijsde) bukan voorlipoge gewijsde. Putusan hakim
mengikat para pihak dan pihak ketiga yang mendapat keuntungan dari
putusan itu. Putusan hakim merupakan sumber perikatan karena
menimbulkan kewajiban kepada seseorang untuk memenuhi suatu prestasi.
2. Moral
Perikatan moral termasuk perikatan alamiah. Perikatan alamiah terdiri atas
macam, yaitu :
a. Perikatan yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau kehendak para
pihak sejak semula tidak mempunyai hak penuntutan, contoh pasal 1788
KUHPerdata, seperti utang yang timbul karena perjudian.
3 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak-
Komersil (Cet.II; Jakarta : Kencana, 2011) h. 19
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b. Perikatan yang berasal dari moral yang sifatnya mendesak, contoh orang yang
menemukan dompet, kemudian mengembalikannya, tidak bisa menuntut
sipemilik dompet untuk membayar ganti rugi kepadanya sejumlah uang.
c. Perikatan yang semula perikatan perdata, kemudian karena verjaring menjadi
perikatan moral. Contoh pasal 1967 sampai dengan pasal 1975.4
B. Jual Beli Pada Umumnya
Jual beli menurut Bulgerijk Wetbook adalah suatu perjanjian timbal balik
dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik
atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk
membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan
hak milik tersebut.5
Secara lebih detail tentang bentuk jual beli yang difokuskan dalam
pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini,
dijelaskan dalam pembagian dibawah ini :
1. Jual beli sebagai perjanjian timbal balik
Dalam pasal 1457 KUH Perdata merumuskan jual beli sebagai “suatu
persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa jual beli
melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat
perjanjian (jual-beli) tersebut.
Perjanjian timbal balik seringkali juga disebut perjanjian bilateral
(perjanjian dua pihak) adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban
(dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu
mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud dengan
“mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain” adalah bahwa
bilamana dalam perikatan muncul dari perjanjian tersebut, yang mempunyai hak,
4 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (Bandung : CV Pustaka, 2011), h. 20-21
5 R. Subekti, Aneka Perjanjian (Cet. XI; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1
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maka pihak yang lain disana berkedudukan sebagai pihak yang memikul
kewajiban.6
Perjanjian timbal balik yang melibatkan eksistensi dari sekurangnya dua
perikatan (untuk memberikan sesuatu) secara bertimbal balik. Ini berarti dalam
jual beli secara tidak langsung juga, jika memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, menerbitkan Schuld dan
Haftung secara bertimbal balik pada kedua belah pihak yang ada dalam jual beli
tersebut (yaitu penjual dan pembeli)7
Syarat bahwa kewajiban pada kedua belah pihak harus mempunyai nilai
yang sama (seimbang), baik objektif maupun subjektif tidak ada dan karenanya
tidak mempengaruhi pengelompokkan perjanjian tersebut ke dalam perjanjian
timbal balik, seandainya orang telah membayarnya terlalu mahal atau terlalu
murah.
2. Jual beli sebagai perjanjian konsensuil
Jual beli adalah perjanjian konsensuil dapat ditemukan dalam pasal 1458
KUH Perdata yang berbunyi :
Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika
setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut
dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya
belum dibayar.
Secara umum dapat dikatakan bahwa kesepakatan selalu ada dalam setiap
perjanjian, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kekhilafan, paksaan
atau penipuan.
6 J.Satrio,Hukum Perjanjian (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1992) h. 36
7 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003)
h. 28
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Jual beli adalah perjanjian yang melahirkan perikatan untuk memberikan
sesuatu pada kedua belah pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini, maka kekhilafan
dalam subyek perjanjian tidak memberikan hak untuk membatalkan perjanjian
yang telah dibuat, kecuali dalam hal jual beli dibuat dengan syarat, misalnya
bahwa pihak terhadap siapa penjual telah bertransaksi telah menyatakan dirinya
sebagai kuasa dari pembeli yang sesungguhnya, dan ternyata hal itu tidak benar.
Jual beli sebagai perjanjian yang melahirkan perikatan untuk menyerahkan
sesuatu, maka dalam konteks kebendaan yang diperjualbelikan, sebagaimana yang
ditentukan dalam rumusan umum ketentuan pasal 1332 yang menyatakan bahwa
“hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok
perjanjian” dan pasal 1333 KUH Perdata :
Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu
kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
Tidaklah menjadi halangan jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah
itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
Kebendaan merupakan obyek perjanjian yang diperjualbelikan merupakan
suatu hal yang mutlak sudah harus ditentukan. Tanpa adanya objek jual beli yang
tertentu tersebut, yang telah ditentukan dan disepakati oleh penjual dan pembeli,
maka tidak mungkin ada jual beli.8
Perjanjian jual beli menurut KUH Perdata pada asasnya merupakan
perjanjian konsensuil, tetapi perjanjian jual beli tanah menurut hukum agraria
yang sekarang berlaku, merupakan perjanjian riil, karena mendasarkan pada
hukum adat yang bersifat riil.
Perlu dipahami bahwa dalam perjanjian riil bukan berarti tidak dibutuhkan
kata sepakat atau persetujuan, tetapi yang benar adalah, bahwa sepakat saja belum
cukup untuk menimbulkan perjanjian yang riil.
8 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli, h. 51-52
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Sepakat dan penyerahan jatuh pada saat bersamaan jarang terjadi.
Biasanya ada selang waktu tertentu, bisa lama bisa hanya sebentar saja, yang bisa
menimbulkan masalah adalah dalam hal antara sepakat dan penyerahan ada
jangka waktu yang lama. Bagaimanakah kekuatan hukum daripada perjanjian
tersebut antara kedua saat tersebut? Seperti misalnya hutang piutang, sesudah ada
sepakat untuk meminjamkan/meminjam uang, tetapi sebelum uang diserahkan,
apakah lalu dianggap tidak ada perjanjian sama sekali? Sepakat tersebut memang
menimbulkan perjanjian, sekalipun bukan perjanjian hutang piutang, tetapi suatu
perjanjian pendahuluan untuk mengadakan perjanjian hutang piutang (suatu
pactum de contrahendo atau perjanjian pengikatan untuk menutupi perjanjian
hutang piutang), yang nantinya diikuti atau seharusnya diikuti dengan sepakat
baru untuk menyerahkan bendanya. Sepakat  yang baru dianggap terjadi secara
diam-diam.9
3. Jual beli bertujuan untuk mengalihkan hak milik atau kebendaan yang
dijual
Penyerahan kebendaan dari penjual kepada pembeli menurut ketentuan
pasal 1459 KUH Perdata berbunyi bahwa Hak milik atas barang dan jasa yang
dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut
pasal 612, 613 dan 616.
Sehubungan dengan kewajiban penyerahan yang mengikuti peristiwa
perdata sebagaimana diatur dalam pasal 584 KUH Perdata, perlu diperhatikan
pula ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Berdasatkan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, semua jual
beli tanah (dan kebendaan yang melekat diatasnya) dilakukan secara terang dan
9 J. Satrio, Hukum Perjanjian, h. 42
17
tunai. Terang dan tunai dimaksudkan bahwa penyerahan dan pembayaran jual beli
tanah dilakukan pada saat yang bersamaan (tunai) dihadapan seorang pejabat yang
berwenang, yang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (terang).
Sehubungan dengan penyerahan kebendaan yang dilakukan oleh penjual
kepada pembeli, ilmu hukum mengenal tiga jenis penyerahan lainnya, yaitu:
a. Penyerahan dalam bentuk traditio brevi manu,
Yang berarti penyerahan tangan pendek. Penyerahan tangan secara pendek
ini dapat terjadi misalnya seorang penyewa yang telah menguasai kebendaan yang
diperjualbelikan tersebut kemudian membeli kebendaan yang semula disewa
olehnya tersebut. Dalam hal ini penyerahan fisik sebagaiman disyaratkan dalam
pasal 612 KUH Perdata tidak lagi diperlukan.
b. Penyerahan dalam bentuk traditio longa manu
Yaitu penyerahan secara tangan panjang. Dalam penyerahan tangan
panjang ini, kebendaan yang diperjualbelikan berada
C. Asas Asas Umum Hukum Perjanjian
1. Asas Kebebasan Berkontrak ( Freedom of Making Contract)
Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari pasal 1338 ayat 1
KUHPerdata, yang berbunyi :“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Meskipun secara tegas dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak
menjadikan para pihak bebas untuk membuat perjanjian sebagaimana yang
mereka inginkan tetapi perlu dipahami bahwa dalam perjanjian yang disepakati
oleh para pihak atau apa yang diperjanjikan bukanlah suatu yang terlarang karena
undang-undang, mengganggu ketertiban umum ataupun melanggar kesusilaan.
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Hal ini terang dalam ketentuan pasal 1337 yang berbunyi bahwa: “Suatu sebab
adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang undang, atau apabila berlawanan
dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”
Penjelasan diatas sejalan dengan hukum perdata islam mengenai asas
kebebasan beraqad (mabda’ Hurriyah at- Ta’aqud) yaitu suatu prinsip hukum
yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa
terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syairah
dan memasukkan klausual apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai
dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan
batil.10
Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham
bahwa individualisme yang secara embrional lahir pada zaman yunani, yang
diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman Renaissance
melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groth, Thomas Hobbes, John Locke,
dan Rosseau. Menurut paham individualisme, sistem orang bebas untuk
memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini
diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori Leisbel fair ini menganggap
bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan
bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di
dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Paham individualisme
memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat (ekonomi) untuk menguasai
golongan lemah (ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang
lemah.11
10 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
h. 84
11 Salim, H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, h. 9
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2. Asas Persamaan
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan
kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang
lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak
terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak
dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan
prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.12
Asas persamaan dalam hukum perdata islam disebut sebagai Al-Musawah,
yaitu para pihak dalam pembuatan dan pemenuhan isi perjanjian bersifat dan
berkedudukan yang sama, tidak ada yang berat sebelah atau dicacati haknya.13
3. Asas Konsensualisme
Asas konsesualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian
pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya
kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara
kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas
konsesualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata, dimana
dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya
kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, harus ada persamaan
pandangan dari para pihak untuk tercapainya tujuan dari perjanjian.14
Kata sepakat dimaksud dalam asas ini adalah kata sepakat dalam bentuk
lisan untuk jenis perjanjian tertentu. Artinya, suatu perjanjian yang tidak
membutuhkan bentuk formalitas (tertulis), maka kata sepakat untuk sahnya suatu
perjanjian cukup dalam bentuk lisan. Misalnya jual beli barang bergerak, ketika
pihak penjual secara lisan menawarkan barang jualannya kepada pihak pembeli,
12 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, h. 145
13 Mustopa dan Muhammad Fadhil Ase,“Hukum Kontrak dalam Sistem
EkonomiSyariah”. pdf (12 Januari 2015) h. 2
14 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, h. 136
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dan pembeli secara lisan juga menyatakan menyetujui tawaran dimaksud dengan
kesanggupan membayar harga barang itu, maka kata sepakat dianggap telah
tercapai, dan perjanjian sudah sah, mengikat, dan mempunyai akibat hukum. Lain
halnya dengan jual beli benda tidak bergerak, seperti tanah, sepakat secara lisan
tidak saja cukup, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tertulis (akta). Kata
sepakat dalam jual beli tanah dianggap terjadi ketika penandatanganan akta
dimaksud oleh para pihak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Diwajibkannya
perjanjian jual beli tanah dengan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.15
Dalam perdata islam, asas ini dinamakan Mabda’ ar-Radha’iyyah yang
menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus
didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya untuk terciptanya
suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat antara para pihak tanpa perlu
dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Kerelaan para pihak yang berkontrak
adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya
semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak
yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak yang dilakukan
itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi
saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan,
penipuan atau ketidak jujuran dalam pernyataan.16
4. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan
mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang
nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak, penilaiannya terletak pada akal
15 Marilang, Hukum Perikatan (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h.152
16 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 87
21
sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian
tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.17
Di Negeri Belanda, pengadilan sudah mengakui bahwa itikad baik sudah
harus ada pada tahap prakontrak, seperti dalam Arrest Hoge Read tanggal 18 Juni
1982, NJ 1983, 723. Hoge Read berpendirinan bahwa suatu perundingan yang
sudah mencapai tingkat yang hampir final, maka dapat juga diajukan gugatan atas
kehilangan keuntungan yang diharapkan.18
Dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat 3 berbunyi bahwa :“Perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik ini bermakna bahwa suatu
perjanjian harus didasari pada kemauan baik dari para pihak dan pastinya
berdasarkan pada kepercayaan dan keyakinan kedua belah pihak.
Dalam perdata islam istilah itikad baik disamakan dengan asas Amanah
yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam
bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak
mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.19
Dengan kata lain, kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi
dalam perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum islam. Islam
mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala hal dan melarang dengan tegas
kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran memberikan
pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta,
menipu dan melakukan penipuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad
yang dibuat bisa menjadi rusak. Pihak yang merasa dirugikan akibat
17 Salim, H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, h. 11
18 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus (Cet VII; Jakarta : Kencana,
2012) h. 10
19 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 91
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ketidakjujuran yang dilakukan salah satu pihak, dapat menghentikan proses akad
tersebut.20
Hal kedua yang mendasari keberadaan pasal 1338 KUH Perdata dengan
rumusan itikad baik, adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari
sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk
merugikan kepentingan kreditur maupun debitur, maupun pihak lain atau pihak
ketiga lainnya diluar perjanjian.
Penjelasan selanjutnya mengenai itikad baik juga dapat ditemukan dalam
pasal 1235 KUHPerdata yang berbunyi :
Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk
menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai
seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas
tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada perjanjian tertentu;
akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab bersangkutan.
Dalam pasal 1237 juga masih berkaitan dengan itikad baik yang berbunyi
bahwa:
Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi
tanggungan kreditor sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk
menyerahkan barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi
tanggungannya.
Pasal tersebut jelas menggambarkan bahwa itikad baik sangat dibutuhkan
dari debitur sebagai pemilik dari barang yang akan diserahkan ke kreditur, dimana
dalam hal tersebut debitur harus mempunyai itikad baik untuk merawat barang
sampai tiba waktunya untuk diserahkan kepada kreditur.
5. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta sunt servanda diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
yang selengkapnya berbunyi bahwa :“ Semua persetujuan yang secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya kontrak
20Mustopa,dan Mohammad Fadhil Ase,“Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi
Syariah”.Pdf. html (12 januari 2015)
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merupakan undang-undang atau sebagai pengikat bagi para pihak yang
membuatnya. 21
Dalam hukum perdata Islam asas pacta sunt servanda dikenal dengan
istilah Al-'Adalah. Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku
benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang
telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling
menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang
teriibat dalam kontrak tersebut. Karena suatu persetujuan atau perjanjian atau
kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka
konsekuensi hukumnya adalah bahwa setiap orang yang membuat perjanjian
harus menaatinya, dan bagi pihak lain tidak diperkenankan mengintervensinya,
bahkan wajib menghormatinya.22
Perjanjian tersebut mengikat para pihak bukan hanya secara tertulis tetapi
juga berpengaruh secara moral bahwa ketika para pihak memilih untuk
mengikatkan diri maka secara tidak langsung mereka telah membebankan
kewajiban atas dirinya, sehingga jika mereka tidak menunaikannya tanpa alasan
yang dapat diterima maka bisa dikatakan itu sangatlah tidak manusiawi.
6. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak
memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk
menuntut dan prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi
melalui kekayaan debitur. Akan tetapi debitur memikul pula kewajiban untuk
melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Artinya kedua belah pihak
mengetahui hal-hal yang mungkin akan terjadi.23
21 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, h. 141
22 Marilang, Hukum Perikatan, h. 157
23 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, h. 141-145
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Asas keseimbangan disebut juga Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah
dalam hukum islam yang menekankan perlunya keseimbangan dalam bertransaksi
baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun
keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam memikul resiko
tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dalam konsep riba hanya debitur
yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama
sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya
mengalami kembalian negatif.24
7. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian
Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata
yang berbunyi bahwa “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri
atas nama sendiri atau meminta diterapkannya suatu janji, melainkan untuk
dirinya sendiri”.
Hal  tersebut juga diperjelas dalam pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: (1)
persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak yang membuatnya;(2)
persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;
tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya.
Dalam hukum islam hal tersebut dijelaskan dalam asas kemaslahatan/tidak
memberatkan  bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian
(mudharat) atau keadaan yang memberatkan (masyaqqah).25
D. Syarat Sahnya Perjanjian
Syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata :
1. Kesepakatan (Toestemming)
24 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 90
25 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 90
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Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang
atau lebih dengan pihak lain. Ada empat teori yang menjawab momentum
terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu sebagai berikut.
a. Teori Ucapan (uitings theorie)
Menurut teori ucapan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima
penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari
pihak yang menerima, yaitu pada saat baru memjatuhkan ballpoint untuk
menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah
sangat teoritis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.26
b. Teori Pengiriman (Verzend theorie)
Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang
menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah
bagaimana pengiriman dapat diketahui? Bisa saja, walaupun sudah dikirim, tidak
diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, sebab
menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.27
c. Teori Pengetahuan ( Vernemingstheorie)
Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak
yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan (acceptatie), tetapi penerimaan
tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik teori ini
adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum
menerimanya?.28
26 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata ( Bandung : P.T Alumni,
2006) h.206
27 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, h. 123
28 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, h. 206
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d. Teori penerimaan
Menurut teori penerimaan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang
menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.29
Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya
perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUHPerdata, kata sepakat harus
diberikan secara bebas dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan.
Dimana momentum terjadinya suatu kesepakatan adalah pada saat terjadinya
persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditur dan debitur. Akan
tetapi, adakalanya tidak ada persesuaian antara pernyataan dan kehendak.
Ada tiga teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak
dan pernyataan, yaitu sebagai berikut.
1) Teori kehendak (wilstheori)
Menurut teori kehendak, perjanjian terjadi apabila ada persesuaian antara
kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran , kehendaklah yang
menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini adalah menimbulkan
kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.
2) Teori pernyataan (verklaringstheorie)
Menurut teori ini,kehendak merupakan proses batiniah yang tidak
diketahui orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah
pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan perjanjian
tetap terjadi. Dalam praktiknyam, teori ini menimbulkan kesulitan bahwa apa
yang dinyatakan berbeda dengan apa yang dikehendaki.
3) Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie)
Menurut teori ini, tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian tetapi
pernyataan menilbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian.
29 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, h. 123
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Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan benar-benar dikehendaki. Kelemahan
teori ini bahwa kepercayaan itu sulit dinilai. 30
2. Kecakapan
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan
perbuatan hukum karena perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum
sehingga orang orang yang melakukan perjanjian adalah orang yang cakap dan
berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh
undang undang. Aturan tentang dasar seseorang dikatakan dewasa ditentukan dari
beberapa sumber, diantaranya yaitu :
a. Ketentuan pasal 330 KUHPerdata memberikan arti luas mengenai kecakapan
bertindak dalam hukum, yaitu bahwa:
1) Seseorang baru dikatakan dewasa jika ia:
a) Telah berumur 21 tahun, atau
b) Telah menikah
2) Anak yang belum dewasa,dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili
oleh:
a) Orangtuanya, dalam hal anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan
orangtuanya ( yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama)
b) Walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada dibawah kekuasaan
orangtuanya (artinya hanya ada salah satu orang tuanya saja).
b. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, menerangkan dalam
pasal 50 bahwa:
1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan
orangtua, berada dibawah kekuasaan wali.
30 Marilang, Hukum Perikatan, h. 124
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2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta
bendanya.
3. Suatu hal tertentu
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek
perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdata.
Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian), prestasi harus dapat
ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Beberapa
pakar mendiskripsikan objek perjanjian kedalam dua bentuk, yaitu :
a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan
dapat dihitung.
b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk
kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal
Sebab yang halal diatur dalam pasal 1335 hingga pasal 1337 KUHPerdata.
Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa :“ Suatu perjanjian tanpa sebab, atau
yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang,tidaklah
mempunyai kekuatan.” Dengan demikian, halal berarti tidak bertentangan dengan
undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
E. Hapusnya Perjanjian
Dalam pasal 1381 KUHPerdata disebutkan ada beberapa cara hapusnya
perikatan yaitu :
1. Pembayaran
Berdasarkan undang-undang, pembayaran adalah pelaksanaan atau
pemenuhan setiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau
eksekusi. Pembayaran dalam KUHPerdata merujuk kepasal 1382-1403.
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Ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai pembayaran, yaitu pihak
yang harus melakukan pembayaran. Perikatan selain dapat dibayar oleh debitur,
juga dibayar oleh setiap orang, baik yang berkepentingan atau tidak. Menurut
ketentuan dalam pasal 1382 KUHPerdata ayat (1), perikatan dapat dibayar oleh
yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau seorang penanggung
utang. Menurut ayat (2), pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam
melakukan pembayaran dapat bertindak atas nama siberutang atau atas nama
sendiri. Dalam hal pembayaran dilakukan atas nama si berutang, pembayaran
dilakukan oleh siberutang. Apabila pembayaran dilakukan atas nama sendiri,
berarti pihak ketiga yang membayarnya.
a. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan
Apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan
perantaraan notaris atau jurusita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut,
atas penolakan kreditur itu, kemuddian debitur menitipkan pembayaran kepada
Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan, perikatan menjadi hapus, hal ini
dijelaskan dalam pasal 1404 KUHPerdata.
b. Pembaharuan utang (Novasi)
Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu
perikatan dan pada saat bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti
perikatan semula.31
Syarat yang harus dipenuhi dalam novasi berdasarkan pada pasal 1414
KUHPerdata bahwa syarat umum novasi hanya dapat terjadi antara orang-orang
yang cakap untuk membuat perikatan. Novasi yang dilakukan oleh orang-orang
yang tidak cakap adalah batal. Dalam pasal 1415 KUHPerdata ditentukan bahwa
setiap novasi harus dilaksanakan dengan tegas.
31 Wawan Muhari, Hukum Perikatan, h. 256
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Kecakapan subjek pelaku novasi adalah orang yang dimaksudkan telah
dewasa yang diukur menurut usia, yaitu usia 21 tahun. Orang yang belum dan
tidak cakap adalah anak dibawah umur, orang yang berada dibawah
pengampunan, orang gila, dan istri. Apabila istri ingin melakukan novasi, ia harus
didampingi oleh suaminya dan atau setelah  bermusyawarah dengan suami dan
memperoleh izin dari suamninya. Akan tetapi, dengan adanya SEMA No. 3 tahun
1963 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kehendak untuk
melakukan novasi harus dilakukan dengan sebuah akta. Ketentuan ini bersifat
memaksa karena menurut Pasal 1415 KUHPerdata, untuk melakukan novasi tidak
diperlukan bantuan dari debitur. 32
2. Pencampuran Utang
Pencampuran utang adalah percampuran kedudukan (kualitas) dari pihak –
pihak yang mengadakan perjanjian sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi
satu dengan kualitas dari debitur sehingga perikatan diantara kedua belah pihak
hapus. Pencampuran utang diatur dalam pasal 1436 KUHPerdata sampai dengan
pasal 1437 KUHPerdata.
Percampuran utang dapat terjadi karena kedudukan kreditur dan debitur
bersatu dalam diri satu orang lain. Misalnya, kreditur meninggal dan debitur
merupakan satu-satunya ahli waris. Akibat dari pencampuran utang, perikatan
menjadi hapus, dan hapusnya perikatan menghapuskan pula penanggung utang.
Pencampuran utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk
keuntungan penanggung utangnya (borg). Sebaliknya, pencampuran yang terjadi
pada seorang penanggung utang tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok.
Dengan demikian, pencampuran utang dapat terjadi dengan jalan penerusan hak
dibawah ini alas hak khusus, misalnya dalam jual beli atau legaat.
32 Salim, H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004) h. 169
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3. Pembebasan Utang
Pembebasan Utang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan
tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas
pembayaran atau pemenuhan perikatan. Dengan pengertian tersebut, berarti
pembebasan utang merupakan hak kreditur dalam menghapuskan utang debitur
dengan cara dibebaskan dari kewajiban membayar utangnya. Menurut ketentuan
pasal 1438 KUHPerdata, pembebasan tidak boleh berdasarkan persangkaan,
melainkan harus dibuktikan. Bukti tersebut dapat dipergunakan, misalnya dengan
pengembalian surat piutang asli oleh kreditur kepada debitur secara sukarela
(pasal 1349 KUHPerdata).
4. Musnahnya Barang yang Terutang
Menurut pasal 1444 KUHPerdata, untuk perikatan sepihak dalam keadaan
memaksa, hapuslah perikatannya karena musnahnya barang berada diluar
kehendak debitur, misalnya karena bencana alam. Dalam pasal 1237 KUHPerdata
dinyatakan, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan
tertentu, kebendaan tersebut semenjak perikatan dilakukan merupakan tanggungan
kreditur. Kalau kreditur lalai menyerahkannya, semenjak kelalaian, kebendaan
menjadi tanggungan debitur. Adapun menurut ketentuan pasal 1438 KUHPerdata,
apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan musnah, tidak dapat lagi
diperdagangkan, atau hilang diluar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai
menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, perikatannya menjadi hapus.
Apabila barang yang sudah diperjanjikan sebagai utang debitur hilang,
dicuri, atau hilang dengan sendirinya tanpa adanya peristiwa yang berada diluar
kekuasaan debitur, debitur tetap menanggung utangnya kepada kreditur.
5. Batal atau Pembatalan Kontrak
Menurut pasal 1446- 1456 KUHPerdata, pembatalan dapat terjadi apabila:
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a. Dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap dalam perbuatan hukum,
misalnya orang gila, anak yang belum dewasa, dan yang berada dibawah
pengampunan
b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang ;
dan
c. Adanya cacat kehendak
Undang-undang menentukan bahwa perbuatan hukum adalah batal demi
hukum jika terjadi pelanggaran terhadap syarat yang menyangkut bentuk
perbuatan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian,
bermaksud melindungi masyarakat, demikian juga dengan pembatalan karena
dapat dibatalkan. Sebab apabila tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang
tidak cakap tidak dapat dibatalkan, masyarakat tidak akan terlindungi kehidupan
hukum nya.
Dalam pasal 1446 dinyatakan, pembatalan perjanjian yang dapat
dimintakan pembatalannya adalah perjanjian yang belum terpenuhi atau tidak
terpenuhinya syarat-syaratnya. Pembatalan dapat dimintakan kepengadilan,
diantaranya perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik, adanya niat menipu
karena kekhilafan, dilakukan oleh orang yang belum dewasa, dan orang yang
berada dibawah pengampunan.
Selain yang diatur dalam KUHPerdata, ada pula kekuasaan oleh
Ordonansi Woeker ( Woeker berarti pengisapan) diberikan kepada hakim untuk
membatalkan perjanjian, jika ternyata antara kedua belah pihak telah diletakkan
kewajibannya secara timbal balik, yang satu sama lain jauh tidak seimbang dan
ternyata pula, satu pihak telah berbuat secara bodoh, kurang pengalaman atau
dalam keadaan terpaksa (Woeker Ordonantie, Staatsblaad, 1938 Nomor 524)
6. Berlakunya Syarat Batal
Syarat adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah
pihak. Syarat yang dipenuhi mengakibatkan perikatan batal (nietig, void) sehingga
perikatan menjadi hapus disebut syarat batal. Syarat batal selalu berlaku surut,
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yaitu sejak perikatan dilahirkan. Syarat ini mengakibatkan suatu konsekuensi
bahwa kedua belah pihak tidak pernah melakukan kontrak atau perjanjian.
Pembatalan juga dapat terjadi karena adanya cacat kehendak, yaitu
kekurangan dalam kehendak oranga atau orang-orang yang melakukan perbuatan
yang menghalangi terjadinya kesesuaian antara kehendak para pihak yang
melakkukan perjanjian. Cacat kehendak ini adalah adanya kekhilafan, paksaan
atau penipuan.33
7. Lewatnya waktu/ kadaluarsa
Berdasarkan pasal 1946 KUHPerdata, kedaluarsa adalah suatu alat untuk
memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya
waktu tertentu atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dari
ketentuan pasal tersebut, lewat waktu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :
a. Lewat waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu barang disebut acquisitive
prescription
b. Lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari
tuntutan disebut extinctive prescription
33 Wawan  Muhari, Hukum Perikatan, h. 230
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI
A. Pengertian Perjanjian
Perikatan atau perjanjian dalam hukum islam dikenal dengan kata akad.
Akad berasal dalam bahasa Arab al-‘aqdu yang secara etimologi berarti perikatan,
perjanjian, dan permufakatan (al-Ittifaq). Secara terminologi fiqih, akad
didefenisikan dengan : pertalian ijan (pernyataan melakukan ikatan dan kabul)
sesuai dengan kehendakn syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.1
Kata aqad yang dipakai dalam Al-Qur’an sangat berarti dan komprehensif.
Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut al-‘aqad, yakni ikatan
untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang
timbul akibat perjanjian disebut al-uqud.2
Perjanjian menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata didefenisikan
sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian menjadi salah satu dasar lahirnya
suatu perikatan, dimana dasar hukum perikatan diatur dalam buku III dan buku IV
KUHPerdata.
Penjelasan tentang akad atau perjanjian dalam hukum islam sejalan dengan
dengan perikatan atau perjanjian dalam hukum perdata sebagaimana ketentuan
dalam pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi bahwa: “Tiap-tiap perikatan
dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”. Artinya
perjanjian dibuat atas dasar kerelaan oleh kedua pihak atau lebih untuk
1 Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press,
2013) h. 32
2 A. Rahman I Doi, Muamalah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) h. 16
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memperoleh manfaat yang diharapkan serta perjanjian tersebut mempunyai akibat
hukum terhadap keduanya.
Jika dikaitkan dengan perikatan sebagaimana penjelasan dalam pasal 1233
KUH Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian ini yang kemudian
melahirkan perikatan baik yang bersifat sepihak (dimana hanya ada satu pihak
yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bersifat timbal balik (dengan kedua
belah pihak saling berprestasi). Dengan demikian, kontrak atau perjanjian
merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang
yang dapat menimbulkan perikatan.3
Dalam perjanjian dimungkinkan lahirnya perikatan lebih dari satu dengan
kewajiban berprestasi yang saling timbal balik, dimana debitur pada satu sisi
menjadi kreditur pada sisi yang lain secara bersamaan. Berbeda halnya dengan
perikatan yang lahir karena undang-undangn, hanya ada satu pihak yang menjadi
debitur dan pihak yang menjadi kreditur berhak atas pelaksanaan prestasi debitur.
Selain perjanjian dan undang undang, sumber perikatan juga bisa didasari
oleh
1. Putusan hakim
Putusan hakim adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap (viterlijke gewijsde) bukan voorlipoge gewijsde. Putusan hakim
mengikat para pihak dan pihak ketiga yang mendapat keuntungan dari
putusan itu. Putusan hakim merupakan sumber perikatan karena
menimbulkan kewajiban kepada seseorang untuk memenuhi suatu prestasi.
2. Moral
Perikatan moral termasuk perikatan alamiah. Perikatan alamiah terdiri atas
macam, yaitu :
a. Perikatan yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau kehendak para
pihak sejak semula tidak mempunyai hak penuntutan, contoh pasal 1788
KUHPerdata, seperti utang yang timbul karena perjudian.
3 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak-
Komersil (Cet.II; Jakarta : Kencana, 2011) h. 19
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b. Perikatan yang berasal dari moral yang sifatnya mendesak, contoh orang yang
menemukan dompet, kemudian mengembalikannya, tidak bisa menuntut
sipemilik dompet untuk membayar ganti rugi kepadanya sejumlah uang.
c. Perikatan yang semula perikatan perdata, kemudian karena verjaring menjadi
perikatan moral. Contoh pasal 1967 sampai dengan pasal 1975.4
B. Jual Beli Pada Umumnya
Jual beli menurut Bulgerijk Wetbook adalah suatu perjanjian timbal balik
dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik
atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk
membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan
hak milik tersebut.5
Secara lebih detail tentang bentuk jual beli yang difokuskan dalam
pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini,
dijelaskan dalam pembagian dibawah ini :
1. Jual beli sebagai perjanjian timbal balik
Dalam pasal 1457 KUH Perdata merumuskan jual beli sebagai “suatu
persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa jual beli
melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat
perjanjian (jual-beli) tersebut.
Perjanjian timbal balik seringkali juga disebut perjanjian bilateral
(perjanjian dua pihak) adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban
(dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu
mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud dengan
“mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain” adalah bahwa
bilamana dalam perikatan muncul dari perjanjian tersebut, yang mempunyai hak,
4 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (Bandung : CV Pustaka, 2011), h. 20-21
5 R. Subekti, Aneka Perjanjian (Cet. XI; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1
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maka pihak yang lain disana berkedudukan sebagai pihak yang memikul
kewajiban.6
Perjanjian timbal balik yang melibatkan eksistensi dari sekurangnya dua
perikatan (untuk memberikan sesuatu) secara bertimbal balik. Ini berarti dalam
jual beli secara tidak langsung juga, jika memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, menerbitkan Schuld dan
Haftung secara bertimbal balik pada kedua belah pihak yang ada dalam jual beli
tersebut (yaitu penjual dan pembeli)7
Syarat bahwa kewajiban pada kedua belah pihak harus mempunyai nilai
yang sama (seimbang), baik objektif maupun subjektif tidak ada dan karenanya
tidak mempengaruhi pengelompokkan perjanjian tersebut ke dalam perjanjian
timbal balik, seandainya orang telah membayarnya terlalu mahal atau terlalu
murah.
2. Jual beli sebagai perjanjian konsensuil
Jual beli adalah perjanjian konsensuil dapat ditemukan dalam pasal 1458
KUH Perdata yang berbunyi :
Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika
setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut
dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya
belum dibayar.
Secara umum dapat dikatakan bahwa kesepakatan selalu ada dalam setiap
perjanjian, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kekhilafan, paksaan
atau penipuan.
6 J.Satrio,Hukum Perjanjian (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1992) h. 36
7 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003)
h. 28
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Jual beli adalah perjanjian yang melahirkan perikatan untuk memberikan
sesuatu pada kedua belah pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini, maka kekhilafan
dalam subyek perjanjian tidak memberikan hak untuk membatalkan perjanjian
yang telah dibuat, kecuali dalam hal jual beli dibuat dengan syarat, misalnya
bahwa pihak terhadap siapa penjual telah bertransaksi telah menyatakan dirinya
sebagai kuasa dari pembeli yang sesungguhnya, dan ternyata hal itu tidak benar.
Jual beli sebagai perjanjian yang melahirkan perikatan untuk menyerahkan
sesuatu, maka dalam konteks kebendaan yang diperjualbelikan, sebagaimana yang
ditentukan dalam rumusan umum ketentuan pasal 1332 yang menyatakan bahwa
“hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok
perjanjian” dan pasal 1333 KUH Perdata :
Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu
kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
Tidaklah menjadi halangan jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah
itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
Kebendaan merupakan obyek perjanjian yang diperjualbelikan merupakan
suatu hal yang mutlak sudah harus ditentukan. Tanpa adanya objek jual beli yang
tertentu tersebut, yang telah ditentukan dan disepakati oleh penjual dan pembeli,
maka tidak mungkin ada jual beli.8
Perjanjian jual beli menurut KUH Perdata pada asasnya merupakan
perjanjian konsensuil, tetapi perjanjian jual beli tanah menurut hukum agraria
yang sekarang berlaku, merupakan perjanjian riil, karena mendasarkan pada
hukum adat yang bersifat riil.
Perlu dipahami bahwa dalam perjanjian riil bukan berarti tidak dibutuhkan
kata sepakat atau persetujuan, tetapi yang benar adalah, bahwa sepakat saja belum
cukup untuk menimbulkan perjanjian yang riil.
8 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli, h. 51-52
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Sepakat dan penyerahan jatuh pada saat bersamaan jarang terjadi.
Biasanya ada selang waktu tertentu, bisa lama bisa hanya sebentar saja, yang bisa
menimbulkan masalah adalah dalam hal antara sepakat dan penyerahan ada
jangka waktu yang lama. Bagaimanakah kekuatan hukum daripada perjanjian
tersebut antara kedua saat tersebut? Seperti misalnya hutang piutang, sesudah ada
sepakat untuk meminjamkan/meminjam uang, tetapi sebelum uang diserahkan,
apakah lalu dianggap tidak ada perjanjian sama sekali? Sepakat tersebut memang
menimbulkan perjanjian, sekalipun bukan perjanjian hutang piutang, tetapi suatu
perjanjian pendahuluan untuk mengadakan perjanjian hutang piutang (suatu
pactum de contrahendo atau perjanjian pengikatan untuk menutupi perjanjian
hutang piutang), yang nantinya diikuti atau seharusnya diikuti dengan sepakat
baru untuk menyerahkan bendanya. Sepakat  yang baru dianggap terjadi secara
diam-diam.9
3. Jual beli bertujuan untuk mengalihkan hak milik atau kebendaan yang
dijual
Penyerahan kebendaan dari penjual kepada pembeli menurut ketentuan
pasal 1459 KUH Perdata berbunyi bahwa Hak milik atas barang dan jasa yang
dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut
pasal 612, 613 dan 616.
Sehubungan dengan kewajiban penyerahan yang mengikuti peristiwa
perdata sebagaimana diatur dalam pasal 584 KUH Perdata, perlu diperhatikan
pula ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Berdasatkan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, semua jual
beli tanah (dan kebendaan yang melekat diatasnya) dilakukan secara terang dan
9 J. Satrio, Hukum Perjanjian, h. 42
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tunai. Terang dan tunai dimaksudkan bahwa penyerahan dan pembayaran jual beli
tanah dilakukan pada saat yang bersamaan (tunai) dihadapan seorang pejabat yang
berwenang, yang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (terang).
Sehubungan dengan penyerahan kebendaan yang dilakukan oleh penjual
kepada pembeli, ilmu hukum mengenal tiga jenis penyerahan lainnya, yaitu:
a. Penyerahan dalam bentuk traditio brevi manu,
Yang berarti penyerahan tangan pendek. Penyerahan tangan secara pendek
ini dapat terjadi misalnya seorang penyewa yang telah menguasai kebendaan yang
diperjualbelikan tersebut kemudian membeli kebendaan yang semula disewa
olehnya tersebut. Dalam hal ini penyerahan fisik sebagaiman disyaratkan dalam
pasal 612 KUH Perdata tidak lagi diperlukan.
b. Penyerahan dalam bentuk traditio longa manu
Yaitu penyerahan secara tangan panjang. Dalam penyerahan tangan
panjang ini, kebendaan yang diperjualbelikan berada
C. Asas Asas Umum Hukum Perjanjian
1. Asas Kebebasan Berkontrak ( Freedom of Making Contract)
Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari pasal 1338 ayat 1
KUHPerdata, yang berbunyi :“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Meskipun secara tegas dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak
menjadikan para pihak bebas untuk membuat perjanjian sebagaimana yang
mereka inginkan tetapi perlu dipahami bahwa dalam perjanjian yang disepakati
oleh para pihak atau apa yang diperjanjikan bukanlah suatu yang terlarang karena
undang-undang, mengganggu ketertiban umum ataupun melanggar kesusilaan.
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Hal ini terang dalam ketentuan pasal 1337 yang berbunyi bahwa: “Suatu sebab
adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang undang, atau apabila berlawanan
dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”
Penjelasan diatas sejalan dengan hukum perdata islam mengenai asas
kebebasan beraqad (mabda’ Hurriyah at- Ta’aqud) yaitu suatu prinsip hukum
yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa
terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syairah
dan memasukkan klausual apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai
dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan
batil.10
Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham
bahwa individualisme yang secara embrional lahir pada zaman yunani, yang
diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman Renaissance
melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groth, Thomas Hobbes, John Locke,
dan Rosseau. Menurut paham individualisme, sistem orang bebas untuk
memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini
diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori Leisbel fair ini menganggap
bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan
bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di
dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Paham individualisme
memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat (ekonomi) untuk menguasai
golongan lemah (ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang
lemah.11
10 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
h. 84
11 Salim, H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, h. 9
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2. Asas Persamaan
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan
kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang
lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak
terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak
dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan
prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.12
Asas persamaan dalam hukum perdata islam disebut sebagai Al-Musawah,
yaitu para pihak dalam pembuatan dan pemenuhan isi perjanjian bersifat dan
berkedudukan yang sama, tidak ada yang berat sebelah atau dicacati haknya.13
3. Asas Konsensualisme
Asas konsesualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian
pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya
kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara
kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas
konsesualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata, dimana
dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya
kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, harus ada persamaan
pandangan dari para pihak untuk tercapainya tujuan dari perjanjian.14
Kata sepakat dimaksud dalam asas ini adalah kata sepakat dalam bentuk
lisan untuk jenis perjanjian tertentu. Artinya, suatu perjanjian yang tidak
membutuhkan bentuk formalitas (tertulis), maka kata sepakat untuk sahnya suatu
perjanjian cukup dalam bentuk lisan. Misalnya jual beli barang bergerak, ketika
pihak penjual secara lisan menawarkan barang jualannya kepada pihak pembeli,
12 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, h. 145
13 Mustopa dan Muhammad Fadhil Ase,“Hukum Kontrak dalam Sistem
EkonomiSyariah”. pdf (12 Januari 2015) h. 2
14 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, h. 136
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dan pembeli secara lisan juga menyatakan menyetujui tawaran dimaksud dengan
kesanggupan membayar harga barang itu, maka kata sepakat dianggap telah
tercapai, dan perjanjian sudah sah, mengikat, dan mempunyai akibat hukum. Lain
halnya dengan jual beli benda tidak bergerak, seperti tanah, sepakat secara lisan
tidak saja cukup, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tertulis (akta). Kata
sepakat dalam jual beli tanah dianggap terjadi ketika penandatanganan akta
dimaksud oleh para pihak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Diwajibkannya
perjanjian jual beli tanah dengan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.15
Dalam perdata islam, asas ini dinamakan Mabda’ ar-Radha’iyyah yang
menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus
didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya untuk terciptanya
suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat antara para pihak tanpa perlu
dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Kerelaan para pihak yang berkontrak
adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya
semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak
yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak yang dilakukan
itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi
saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan,
penipuan atau ketidak jujuran dalam pernyataan.16
4. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan
mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang
nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak, penilaiannya terletak pada akal
15 Marilang, Hukum Perikatan (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h.152
16 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 87
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sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian
tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.17
Di Negeri Belanda, pengadilan sudah mengakui bahwa itikad baik sudah
harus ada pada tahap prakontrak, seperti dalam Arrest Hoge Read tanggal 18 Juni
1982, NJ 1983, 723. Hoge Read berpendirinan bahwa suatu perundingan yang
sudah mencapai tingkat yang hampir final, maka dapat juga diajukan gugatan atas
kehilangan keuntungan yang diharapkan.18
Dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat 3 berbunyi bahwa :“Perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik ini bermakna bahwa suatu
perjanjian harus didasari pada kemauan baik dari para pihak dan pastinya
berdasarkan pada kepercayaan dan keyakinan kedua belah pihak.
Dalam perdata islam istilah itikad baik disamakan dengan asas Amanah
yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam
bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak
mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.19
Dengan kata lain, kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi
dalam perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum islam. Islam
mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala hal dan melarang dengan tegas
kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran memberikan
pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta,
menipu dan melakukan penipuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad
yang dibuat bisa menjadi rusak. Pihak yang merasa dirugikan akibat
17 Salim, H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, h. 11
18 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus (Cet VII; Jakarta : Kencana,
2012) h. 10
19 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 91
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ketidakjujuran yang dilakukan salah satu pihak, dapat menghentikan proses akad
tersebut.20
Hal kedua yang mendasari keberadaan pasal 1338 KUH Perdata dengan
rumusan itikad baik, adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari
sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk
merugikan kepentingan kreditur maupun debitur, maupun pihak lain atau pihak
ketiga lainnya diluar perjanjian.
Penjelasan selanjutnya mengenai itikad baik juga dapat ditemukan dalam
pasal 1235 KUHPerdata yang berbunyi :
Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk
menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai
seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas
tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada perjanjian tertentu;
akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab bersangkutan.
Dalam pasal 1237 juga masih berkaitan dengan itikad baik yang berbunyi
bahwa:
Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi
tanggungan kreditor sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk
menyerahkan barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi
tanggungannya.
Pasal tersebut jelas menggambarkan bahwa itikad baik sangat dibutuhkan
dari debitur sebagai pemilik dari barang yang akan diserahkan ke kreditur, dimana
dalam hal tersebut debitur harus mempunyai itikad baik untuk merawat barang
sampai tiba waktunya untuk diserahkan kepada kreditur.
5. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta sunt servanda diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
yang selengkapnya berbunyi bahwa :“ Semua persetujuan yang secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya kontrak
20Mustopa,dan Mohammad Fadhil Ase,“Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi
Syariah”.Pdf. html (12 januari 2015)
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merupakan undang-undang atau sebagai pengikat bagi para pihak yang
membuatnya. 21
Dalam hukum perdata Islam asas pacta sunt servanda dikenal dengan
istilah Al-'Adalah. Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku
benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang
telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling
menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang
teriibat dalam kontrak tersebut. Karena suatu persetujuan atau perjanjian atau
kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka
konsekuensi hukumnya adalah bahwa setiap orang yang membuat perjanjian
harus menaatinya, dan bagi pihak lain tidak diperkenankan mengintervensinya,
bahkan wajib menghormatinya.22
Perjanjian tersebut mengikat para pihak bukan hanya secara tertulis tetapi
juga berpengaruh secara moral bahwa ketika para pihak memilih untuk
mengikatkan diri maka secara tidak langsung mereka telah membebankan
kewajiban atas dirinya, sehingga jika mereka tidak menunaikannya tanpa alasan
yang dapat diterima maka bisa dikatakan itu sangatlah tidak manusiawi.
6. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak
memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk
menuntut dan prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi
melalui kekayaan debitur. Akan tetapi debitur memikul pula kewajiban untuk
melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Artinya kedua belah pihak
mengetahui hal-hal yang mungkin akan terjadi.23
21 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, h. 141
22 Marilang, Hukum Perikatan, h. 157
23 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, h. 141-145
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Asas keseimbangan disebut juga Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah
dalam hukum islam yang menekankan perlunya keseimbangan dalam bertransaksi
baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun
keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam memikul resiko
tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dalam konsep riba hanya debitur
yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama
sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya
mengalami kembalian negatif.24
7. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian
Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata
yang berbunyi bahwa “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri
atas nama sendiri atau meminta diterapkannya suatu janji, melainkan untuk
dirinya sendiri”.
Hal  tersebut juga diperjelas dalam pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: (1)
persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak yang membuatnya;(2)
persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;
tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya.
Dalam hukum islam hal tersebut dijelaskan dalam asas kemaslahatan/tidak
memberatkan  bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian
(mudharat) atau keadaan yang memberatkan (masyaqqah).25
D. Syarat Sahnya Perjanjian
Syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata :
1. Kesepakatan (Toestemming)
24 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 90
25 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 90
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Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang
atau lebih dengan pihak lain. Ada empat teori yang menjawab momentum
terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu sebagai berikut.
a. Teori Ucapan (uitings theorie)
Menurut teori ucapan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima
penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari
pihak yang menerima, yaitu pada saat baru memjatuhkan ballpoint untuk
menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah
sangat teoritis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.26
b. Teori Pengiriman (Verzend theorie)
Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang
menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah
bagaimana pengiriman dapat diketahui? Bisa saja, walaupun sudah dikirim, tidak
diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, sebab
menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.27
c. Teori Pengetahuan ( Vernemingstheorie)
Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak
yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan (acceptatie), tetapi penerimaan
tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik teori ini
adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum
menerimanya?.28
26 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata ( Bandung : P.T Alumni,
2006) h.206
27 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, h. 123
28 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, h. 206
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d. Teori penerimaan
Menurut teori penerimaan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang
menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.29
Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya
perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUHPerdata, kata sepakat harus
diberikan secara bebas dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan.
Dimana momentum terjadinya suatu kesepakatan adalah pada saat terjadinya
persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditur dan debitur. Akan
tetapi, adakalanya tidak ada persesuaian antara pernyataan dan kehendak.
Ada tiga teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak
dan pernyataan, yaitu sebagai berikut.
1) Teori kehendak (wilstheori)
Menurut teori kehendak, perjanjian terjadi apabila ada persesuaian antara
kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran , kehendaklah yang
menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini adalah menimbulkan
kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.
2) Teori pernyataan (verklaringstheorie)
Menurut teori ini,kehendak merupakan proses batiniah yang tidak
diketahui orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah
pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan perjanjian
tetap terjadi. Dalam praktiknyam, teori ini menimbulkan kesulitan bahwa apa
yang dinyatakan berbeda dengan apa yang dikehendaki.
3) Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie)
Menurut teori ini, tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian tetapi
pernyataan menilbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian.
29 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, h. 123
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Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan benar-benar dikehendaki. Kelemahan
teori ini bahwa kepercayaan itu sulit dinilai. 30
2. Kecakapan
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan
perbuatan hukum karena perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum
sehingga orang orang yang melakukan perjanjian adalah orang yang cakap dan
berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh
undang undang. Aturan tentang dasar seseorang dikatakan dewasa ditentukan dari
beberapa sumber, diantaranya yaitu :
a. Ketentuan pasal 330 KUHPerdata memberikan arti luas mengenai kecakapan
bertindak dalam hukum, yaitu bahwa:
1) Seseorang baru dikatakan dewasa jika ia:
a) Telah berumur 21 tahun, atau
b) Telah menikah
2) Anak yang belum dewasa,dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili
oleh:
a) Orangtuanya, dalam hal anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan
orangtuanya ( yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama)
b) Walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada dibawah kekuasaan
orangtuanya (artinya hanya ada salah satu orang tuanya saja).
b. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, menerangkan dalam
pasal 50 bahwa:
1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan
orangtua, berada dibawah kekuasaan wali.
30 Marilang, Hukum Perikatan, h. 124
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2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta
bendanya.
3. Suatu hal tertentu
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek
perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdata.
Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian), prestasi harus dapat
ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Beberapa
pakar mendiskripsikan objek perjanjian kedalam dua bentuk, yaitu :
a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan
dapat dihitung.
b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk
kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal
Sebab yang halal diatur dalam pasal 1335 hingga pasal 1337 KUHPerdata.
Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa :“ Suatu perjanjian tanpa sebab, atau
yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang,tidaklah
mempunyai kekuatan.” Dengan demikian, halal berarti tidak bertentangan dengan
undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
E. Hapusnya Perjanjian
Dalam pasal 1381 KUHPerdata disebutkan ada beberapa cara hapusnya
perikatan yaitu :
1. Pembayaran
Berdasarkan undang-undang, pembayaran adalah pelaksanaan atau
pemenuhan setiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau
eksekusi. Pembayaran dalam KUHPerdata merujuk kepasal 1382-1403.
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Ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai pembayaran, yaitu pihak
yang harus melakukan pembayaran. Perikatan selain dapat dibayar oleh debitur,
juga dibayar oleh setiap orang, baik yang berkepentingan atau tidak. Menurut
ketentuan dalam pasal 1382 KUHPerdata ayat (1), perikatan dapat dibayar oleh
yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau seorang penanggung
utang. Menurut ayat (2), pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam
melakukan pembayaran dapat bertindak atas nama siberutang atau atas nama
sendiri. Dalam hal pembayaran dilakukan atas nama si berutang, pembayaran
dilakukan oleh siberutang. Apabila pembayaran dilakukan atas nama sendiri,
berarti pihak ketiga yang membayarnya.
a. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan
Apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan
perantaraan notaris atau jurusita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut,
atas penolakan kreditur itu, kemuddian debitur menitipkan pembayaran kepada
Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan, perikatan menjadi hapus, hal ini
dijelaskan dalam pasal 1404 KUHPerdata.
b. Pembaharuan utang (Novasi)
Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu
perikatan dan pada saat bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti
perikatan semula.31
Syarat yang harus dipenuhi dalam novasi berdasarkan pada pasal 1414
KUHPerdata bahwa syarat umum novasi hanya dapat terjadi antara orang-orang
yang cakap untuk membuat perikatan. Novasi yang dilakukan oleh orang-orang
yang tidak cakap adalah batal. Dalam pasal 1415 KUHPerdata ditentukan bahwa
setiap novasi harus dilaksanakan dengan tegas.
31 Wawan Muhari, Hukum Perikatan, h. 256
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Kecakapan subjek pelaku novasi adalah orang yang dimaksudkan telah
dewasa yang diukur menurut usia, yaitu usia 21 tahun. Orang yang belum dan
tidak cakap adalah anak dibawah umur, orang yang berada dibawah
pengampunan, orang gila, dan istri. Apabila istri ingin melakukan novasi, ia harus
didampingi oleh suaminya dan atau setelah  bermusyawarah dengan suami dan
memperoleh izin dari suamninya. Akan tetapi, dengan adanya SEMA No. 3 tahun
1963 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kehendak untuk
melakukan novasi harus dilakukan dengan sebuah akta. Ketentuan ini bersifat
memaksa karena menurut Pasal 1415 KUHPerdata, untuk melakukan novasi tidak
diperlukan bantuan dari debitur. 32
2. Pencampuran Utang
Pencampuran utang adalah percampuran kedudukan (kualitas) dari pihak –
pihak yang mengadakan perjanjian sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi
satu dengan kualitas dari debitur sehingga perikatan diantara kedua belah pihak
hapus. Pencampuran utang diatur dalam pasal 1436 KUHPerdata sampai dengan
pasal 1437 KUHPerdata.
Percampuran utang dapat terjadi karena kedudukan kreditur dan debitur
bersatu dalam diri satu orang lain. Misalnya, kreditur meninggal dan debitur
merupakan satu-satunya ahli waris. Akibat dari pencampuran utang, perikatan
menjadi hapus, dan hapusnya perikatan menghapuskan pula penanggung utang.
Pencampuran utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk
keuntungan penanggung utangnya (borg). Sebaliknya, pencampuran yang terjadi
pada seorang penanggung utang tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok.
Dengan demikian, pencampuran utang dapat terjadi dengan jalan penerusan hak
dibawah ini alas hak khusus, misalnya dalam jual beli atau legaat.
32 Salim, H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004) h. 169
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3. Pembebasan Utang
Pembebasan Utang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan
tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas
pembayaran atau pemenuhan perikatan. Dengan pengertian tersebut, berarti
pembebasan utang merupakan hak kreditur dalam menghapuskan utang debitur
dengan cara dibebaskan dari kewajiban membayar utangnya. Menurut ketentuan
pasal 1438 KUHPerdata, pembebasan tidak boleh berdasarkan persangkaan,
melainkan harus dibuktikan. Bukti tersebut dapat dipergunakan, misalnya dengan
pengembalian surat piutang asli oleh kreditur kepada debitur secara sukarela
(pasal 1349 KUHPerdata).
4. Musnahnya Barang yang Terutang
Menurut pasal 1444 KUHPerdata, untuk perikatan sepihak dalam keadaan
memaksa, hapuslah perikatannya karena musnahnya barang berada diluar
kehendak debitur, misalnya karena bencana alam. Dalam pasal 1237 KUHPerdata
dinyatakan, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan
tertentu, kebendaan tersebut semenjak perikatan dilakukan merupakan tanggungan
kreditur. Kalau kreditur lalai menyerahkannya, semenjak kelalaian, kebendaan
menjadi tanggungan debitur. Adapun menurut ketentuan pasal 1438 KUHPerdata,
apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan musnah, tidak dapat lagi
diperdagangkan, atau hilang diluar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai
menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, perikatannya menjadi hapus.
Apabila barang yang sudah diperjanjikan sebagai utang debitur hilang,
dicuri, atau hilang dengan sendirinya tanpa adanya peristiwa yang berada diluar
kekuasaan debitur, debitur tetap menanggung utangnya kepada kreditur.
5. Batal atau Pembatalan Kontrak
Menurut pasal 1446- 1456 KUHPerdata, pembatalan dapat terjadi apabila:
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a. Dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap dalam perbuatan hukum,
misalnya orang gila, anak yang belum dewasa, dan yang berada dibawah
pengampunan
b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang ;
dan
c. Adanya cacat kehendak
Undang-undang menentukan bahwa perbuatan hukum adalah batal demi
hukum jika terjadi pelanggaran terhadap syarat yang menyangkut bentuk
perbuatan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian,
bermaksud melindungi masyarakat, demikian juga dengan pembatalan karena
dapat dibatalkan. Sebab apabila tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang
tidak cakap tidak dapat dibatalkan, masyarakat tidak akan terlindungi kehidupan
hukum nya.
Dalam pasal 1446 dinyatakan, pembatalan perjanjian yang dapat
dimintakan pembatalannya adalah perjanjian yang belum terpenuhi atau tidak
terpenuhinya syarat-syaratnya. Pembatalan dapat dimintakan kepengadilan,
diantaranya perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik, adanya niat menipu
karena kekhilafan, dilakukan oleh orang yang belum dewasa, dan orang yang
berada dibawah pengampunan.
Selain yang diatur dalam KUHPerdata, ada pula kekuasaan oleh
Ordonansi Woeker ( Woeker berarti pengisapan) diberikan kepada hakim untuk
membatalkan perjanjian, jika ternyata antara kedua belah pihak telah diletakkan
kewajibannya secara timbal balik, yang satu sama lain jauh tidak seimbang dan
ternyata pula, satu pihak telah berbuat secara bodoh, kurang pengalaman atau
dalam keadaan terpaksa (Woeker Ordonantie, Staatsblaad, 1938 Nomor 524)
6. Berlakunya Syarat Batal
Syarat adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah
pihak. Syarat yang dipenuhi mengakibatkan perikatan batal (nietig, void) sehingga
perikatan menjadi hapus disebut syarat batal. Syarat batal selalu berlaku surut,
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yaitu sejak perikatan dilahirkan. Syarat ini mengakibatkan suatu konsekuensi
bahwa kedua belah pihak tidak pernah melakukan kontrak atau perjanjian.
Pembatalan juga dapat terjadi karena adanya cacat kehendak, yaitu
kekurangan dalam kehendak oranga atau orang-orang yang melakukan perbuatan
yang menghalangi terjadinya kesesuaian antara kehendak para pihak yang
melakkukan perjanjian. Cacat kehendak ini adalah adanya kekhilafan, paksaan
atau penipuan.33
7. Lewatnya waktu/ kadaluarsa
Berdasarkan pasal 1946 KUHPerdata, kedaluarsa adalah suatu alat untuk
memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya
waktu tertentu atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dari
ketentuan pasal tersebut, lewat waktu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :
a. Lewat waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu barang disebut acquisitive
prescription
b. Lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari
tuntutan disebut extinctive prescription




A. Akibat Hukum terhadap Penetapan Konsinyasi
Penerimaan dari kreditor merupakan syarat sahnya suatu penyimpanan
atau penitipan, selain itu, putusan hakim pada pengadilan negeri juga dapat
menyatakan sahnya suatu penyimpanan atau penitipan yang dilakukan oleh
debitor melalui notaris atau juru sita. KUH Perdata memuat ketentuan normatif
bahwa jika pengambilan benda atau uang yang disimpan atau dititipkan di
pengadilan negeri tersebut telah ada suatu putusan hakim yang mempunyai
kekuatan tetap (terakhir dan mengikat), maka pengambilan itu tidak menimbulkan
kerugian bagi pihak yang berkepentingan dan turut berutang atau para
penanggung utang (borg) karena mereka dibebaskan dari perikatan itu.
Penitipan atau pembayaran dipengadilan berkekuatan sebaga pembayaran
atau pelaksanaan prestasi oleh debitor, sehingga ia bebas dari perikatan yang
bersumber dari kontrak yang dibuatnya dengan kreditor. Adapun uang (atau
benda/barang) yang disimpan atau dititipkan itu adalah tanggung jawab kreditor.1
Akibat hukum lain yang disebabkan oleh adanya penitipan atau
penyimpanan yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
dalam KUH Perdata, sebagai berikut :
1. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan konsinyasi itu harus dibayar
oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (vide pasal
1407 KUH Perdata)
1 Muhammad Syaifuddin, Memahami Kontrak, dalam Perspektif Filsafat, Teori,
Dogmatik dan Praktik Hukum (Bandung: CV Mandar Maju, 2012) h. 418
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2. Selama yang dititipkan tidak diambil oleh kreditor, debitor dapat
mengambilnya kembali dalam hal itu pihak ketiga yang berkepentingan dan
turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan (vide pasal 1408
KUH Perdata)
3. Jika debitor sendiri telah memperoleh suatu putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap (terakhir dan mengikat), dan dengan itu putusan
penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, debitor tidak dapat
mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian pihak ketiga yang
berkepentingan dan turut berutang dan para penanggung utang, meskipun
dengan izin dari kreditor (vide pasal 1409 KUH Perdata)
4. Pihak ketiga yang berkepentingan dan turut berutang dan para penanggung
utang dibebaskan juga, jika sejak hari pemberitahuan penyimpanan telah
melampaui 1 (satu) tahun, tanpa menyangkal sahnya penyimpanan itu (vide
pasal 1410 KUH Perdata)
5. Kreditor yang telah mengizinkan uang atau benda yang dititip  itu diambil
kembali oleh debitor setelah penitipan dikuatkan dengan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan tetap (terakhir dan mengikat), tidak dapat lagi
mendapatkan pembayaran piutangnya (pelaksanaan prestasinya), menggunakan
hak-hak istimewanya atau hipotik-hipotik (dan tanggungan) yang melekat pada
piutang tersebut (vide pasal 1411 KUH Perdata)
6. Jika apa yang harus dibayarkan berupa sesuatu benda/barang atau uang yang
harus diserahkan ditempat dimana benda/barang atau uang itu berada, maka
debitor harus memperingatkan kreditor dengan perantaraan pengadilan negeri
supaya mengambilnya dengan suatu akta yang harus diberitahukan kepada
kreditor pribadi atau kepada alamat tempat tinggalnya atau kepada alamat
tempat tinggal yang dipilih untuk pelaksanaan kontrak. Jika peringatan ini telah
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dilaksanakan dan kreditor tidak mengambil benda/barang atau uangnya, maka
debitor dapat diizinkan oleh hakim untuk menitipkan benda/barang atau uang
tersebut disuatu tempat lain.2
Penjelasan tentang akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap masing
masing pihak bisa dilihat dibawah ini, yaitu:
a. Akibat hukum konsinyasi terhadap debitur
Pada pasal 1404 ayat 2 penawaran pembayaran dan  konsinyasi disebutkan
bersama-sama, namun bukan berarti, bahwa hanya kalau kedua tindakan itu
dilakukan sebagai satu kesatuan saja, baru menimbulkan akibat hukum. Kedua
tindakan itu bisa dibedakan dan merupakan tindakan dengan syarat-syarat
tersendiri.
Penawaran pembayaran tunai, yang diikuti dengan konsinyasi atau
penitipan, memawa akibat, bahwa perikatannya menjadi batal, demikian pasal
1381 sub 2. Bahwa perikatan hapus karena “penawaran pembayaran diikuti
dengan konsinyasi atau penitipan. Ketentuan pasal tersebut ternyata tidak cocok
dengan kata-kata dalam pasal 1408, yang mengatakan bahwa selama yang
dititipkan belum diambil oleh kreditur, maka debitur berhak untuk mengambilnya
kembali, kalau perikatannya saja sudah batal, bagaimana mau diambil kembali?
Oleh karena itu, pasal tersebut harus diartikan lain, yaitu bahwa penawaran yang
diikuti dengan penitipan itu memang belum membebaskan debitur, tetapi
perikatannya sendiri tidak/belum menjadi hapus. Pasal 1404 ayat 2, yaitu
penawaran yang demikian diikuti dengan penitipan “membebaskan debitur”.
Dengan kata lain, ditinjau dari sudutnya debitur, tindakan debitur menawarkan
2 Muhammad Syaifuddin, Memahami Kontrak, dalam Perspektif Filsafat, Teori,
Dogmatik dan Praktik Hukum ,h. 418-419
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pembayaran diikuti dengan penitipan diterima dan berlaku sebagai suatu
pembayaran.3
Pernyataan tersebut diatas mempertegas bahwa konsinyasi merupakan
jalan keluar yang diberikan oleh undang-undang, dalam hal kreditur tetap menolak
penawaran pembayaran. Mengingat bahwa penitipan seperti tesebut diatas.
Kreditur bisa cuek saja, padahal tidak ada batas waktu untuk tinggal diam, maka
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa debitur berhak untuk mohon
penetapan dari pengadilan agar penitipannya dinyatakan sah atau berharga ( van
waarde).
Dalam hal permohonan debitur dikabulkan, maka menurut pasal 1409,
akibat hukumnya menjadi lain karena sesudah itu pada asasnya debitur tidak
berhak lagi untuk meminta kembali uang/barang yang telah diconsignir atau
dititipkan, kecuali dengan persetujuan kreditur. Menurut para sarjana, kalau
kreditur tidak menerima apa yang diconsignir/dititipkan maka dengan pernyataan
berharga dari pengadilan seperti tersebut diatas sekarang debitur defenitip dan
total bebas. Perikatannya definitip hapus.
b. Akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap kreditur
Pasal 1404 ayat 2 juga berbicara tentang akibat penitipan seperti tersebut
diatas, yaitu bahwa risiko atas barang yang dititipkan selanjutnya adalah untuk
tanggungan kreditur. Konsekuensinya, kalau terjadi bahwa benda yang dititipkan
musnah/hilang, maka debitur tetap bebas dari kewajiban pembayaran perikatan.
Terhadap penitipan tersebut, kreditur berhak untuk meminta agar
pengadilan menyatakan penitipan itu tidak berharga (van onwaarde), tetapi kalau
3J. Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan (Jakarta:PT.Citra Aditya Bakti,
1996) h. 299-300
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kreditur akhirnya menerima/mengambil uang/barang yang dikonsignir, maka
dengan sendirinya perikatannya menjadi hapus.4
Atas uang/barang yang dititipkan, kreditur setiap waktu boleh menyatakan
menerimanya. Jadi seakan-akan ada penawaran yang ditujukan kepada kreditor
untuk menerimanya atau tidak. Karena sebagaimana dikatakan bahwa antara
debitur sebagai orang yang menitipkan uang/barang dengan pihak yang menerima
penitipan barang, ada perjanjian penitipan barang. Dalam hal kreditur, sekalipun
telah ada pernyataan berharga dari pengadilan mengenai penitipan barang debitur
untuk kepentingan kreditur, menyetujui pengambilan kembali barang tersebut oleh
debitur, maka akibatnya perikatan lama hapus tak dapat lagi melaksanakan
penagihan dengan menggunakan hak istimewa dan hipotik.5
Pasal 1407 menetapkan, bahwa apabila penawaran pembayaran dan
konsinyasi/penitipan dilaksanakan menurut undang-undang, maka semua biaya
untuk pelaksanaan penawaran pembayaran dan konsinyasi/penitipan menjadi
tanggungan kreditur. Maksud ketentuan itu tidak lain adalah bahwa apabila
penitipan itu sah/berharga (van waarde) maka kreditur telah lalai untuk menerima
pembayaran, sehiingga kesalahan ada pada kreditur. Atas dasar itu maka biaya
dipikulkan kepada kreditur.
c. Akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap penerima titipan, debitur dan
pihak ketiga
Antara debitur asal (yang menitipkan) dengan pihak penerima
konsinyasi/penitipan ada hubungna hukum penitipan barang, pihak penerima
konsinyasi/penitipan berkedudukan sebagai debitur dan orang yang menitipkan
(debitur dari barang yang ditawarkan kepada kreditur dan selanjutnya dititipkan)
4 J.Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, h. 302
5 J.Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, h. 303
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sebagai kreditur selama kreditur atau untuk siapa barang itu dititipkan belum
menerimanya. Bahwa dengan penitipan saja, maksudnya dengan ditutupnya
perjanjian penitipan barang, hak milik barang yang dititipkan masih ada pada
debitur dan diakuinya hak debitur untuk mengambil barang tersebut. Karena
masih menjadi milik debitur maka pihak ketiga, misalnya saja kreditur lain dari
debitur berhak meletakkan sita atasnya, sebagai sita pada pihak ketiga.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsinyasi atau
penitipan yang dinyatakan sah atau berharga oleh pengadilan, ditinjau dari sudut
debitur mempunyai akibat hukum yang sama sebagai suatu pembayaran yang sah,
bahkan seandainya debitur dengan izin kreditur mengambil kembali apa yang
telah dititipkan. Terhadap pihak ketiga yang menyimpan barang yang dititipkan,
akibat hukumnya adalah bahwa ia sekarang tidak boleh lagi menyerahkan kembali
kepada debitur dan hanya boleh menyerahkannya kepada kreditur saja.
Dalam hal batas waktu kreditur untuk menentukan sikapnya apakah
menerima barang/uang yang dititipkan tidak diatur secara jela dalam undang-
undang maka debitur serta merta tidak menentu nasibnya. Oleh karena itu,demi
kepastian hukum, undang-undang dalam pasal 1410 menetapkan, bahwa jika
dalam satu tahun sejak hari pemberitahuan penitipan itu, kreditur tidak
menyangkal keabsahan penyimpanan itu, maka debitur bebas.
B. Upaya Hukum Terhadap Penetapan Konsinyasi
1. Pengertian Upaya Hukum
Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk
sesuatu hal tertentu yang melawan keputusan hakim. Bahwa keputusan hakim
tersebut tidak luput dari kekeliruan ataupun kekhilafan san bahkan sudah barang
tentu bersifat memihak, maka dari itu demi untuk menegakkan kebenaran dan
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keadilan setiap keputusan hakim tersebut perlu dimungkinkan untuk  diadakan
pemeriksaan ulang sehingga kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi dalam
keputusan itu dapat diperbaiki menurut semestinya. Jadi setiap keputusan hakim
pada umumnya dapat diberikan upaya hukum, yakni upaya atau alat untuk
mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu keputusan tersebut.6
2. Jenis-Jenis Upaya Hukum
Upaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya
hukum luar biasa.
a. Upaya Hukum Biasa
Dalam hukum acara perdata terdapat upaya-upaya hukum yang meliputi
upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa.
Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan selama
tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk
menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat
menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah:
perlawanan, banding, dan kasasi.
1) Upaya hukum perlawanan
Perlawanan adalah upaya terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan
karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama (putusan verstek) kepada
pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan
perlawanan (verzet) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan itu.7
6 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata (Cet V; Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h. 61
7 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta:Rineka Cipta,
2004) h.161
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Dalam hal perlawanan telah diajukan dan ternyata pada hari sidang yang
telah ditentukan terlawan atau kuasanya tidak datang menghadap dpersidangan ,
terlawan (semula penggugat), dapat dipanggil sekali lagi sesuai dengan etentuan
pasal 126 HIR. Akan tetapi apabila ia tidak juga datang menghadap pada hari
sidang berikutnya, dianggap bahwa terlawan (semula tergugat) tidak hendak
melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan verstek tersebut.
Karena itu perlawanan ini akan diputus secara contradiktoir dengan membatalkan
putusan verstek yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan
semula. Terhadap putusan verstek ini bahwa terlawan, (semula penggugat) masih
tersedia jalan untuk dalam tenggang waktu yang ditentukan mengajukan
permohonan banding.8
Putusan yang dijatuhkan terhadap salah seorang tergugat yang tidak mau
hadir selama beberapa kali dipanggil itu bukan putusan verstek, akan tetapi
putusan contradiktoir kepada pihak tergugat (putusan biasa atau putusan dimana
para pihak yang berperkara dinggap hadir semua). Dalam putusan harus disebut
bahwa putusan itu dijatuhkan tanpa dihadiri oleh salah seorang tergugat tersebut.
Tergugat tersebut dapat mengajukan permohonan banding bukan permohonan
verzet atau perlawanan dengan penjabaran sebagai berikut :
a) Perlawanan terhadap putusan verstek dapat diajukan dalam tenggang
waktu empat belas hari sejak pemberitahuan diterima tergugat secara
pribadi.
b) Jika putusan verstek itu tidak diberitahukan kepada tergugat pribadi,
maka perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 (delapan)
setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu.
8 Moh. Taufik Makarao,Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, h.160
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c) Atau apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur
perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke- 8 (pasal 19 (2)
HIR, sampai hari ke-14 (pasal 153 (2) RBG sesudah putusan verstek
dijalankan.
Dalam hal gugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, dapat terjadi
bahwa kedua belah pihak yaitu baik penggugat maupun pihak tergugat tidak
merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan.  Mungkin pihak penggugat oleh
karenanya akan mengajukan permohonan banding, karena baginya tidak terbuka
kemungkinan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, yang
hanya terbuka bagi pihak tergugat yang dikalahkan saja. Dengan kata lain, dalam
hal pihak mengajukan permohonan banding, pihak tergugat tidak diperkenankan
untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek.9
2) Upaya Hukum Banding
Upaya hukum banding diadakan oleh pembuat undang-undang karena
dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa, membuat kesalahan
dalam menjatuhkan suatu putusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang
yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan
Tinggi.
Banding diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri oleh pemohon/kuasa
khususnya dalam 14 hari setelah pengumuman putusan kepada yang
bersangkutan, seharusnya dicatat dan didaftar pula oleh panitera dalam daftar
Register Banding.
Dengan diajukannya permohonan banding, perkara menjadi mentah lagi.
Putusan Pengadilan Negeri, kecuali apabila dijatuhkan dengan ketentuan dapat
9 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, h. 163
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dilaksanakan terlebih dahulu, atau putusan tersebut adalah suatu putusan
provisionil, tidak dapat dilaksanakan. Berkas perkara yang bersangkutan, beserta
salinan resmi putusan tersebut serta surat-surat lainnya, akan dikirimkan kepada
Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus lagi. Yang akan diperiksa adalah
semua surat-suratnya, dengan lain perkataan berkasnya. Seandainya pun
dilakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi,
pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
Permohonan banding dapat diajukan oleh salah satu pihak atau oleh kedua
belah pihak. Hal itu berarti, bahwa pihak yan dikalahkan dengan putusan
Pengadilan Negeri dapat mengajukan permohonan banding. Dalam hal gugat
dikabulkan, untuk sebagian (dan untuk bagian yang lain atau yang selebihnya
ditolak), atau dalam hal telah diajukan gugat balasan, dan baik gugat asal, maupun
gugat balik, dua-duanya dikabulkan atau ditolak, maka kedua belah pihak dapat
mengajukan permohonan banding, dengan lain perkataan permohonan banding
yang diajukan oleh salah satu pihak, tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang
lain untuk mengajukan permohonan banding juga.
Pemeriksaan banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa
dalam daerah hukumnya masing-masing dengan kata lain apabila suatu perkara
diputus oleh Pengadilan Negeri di suatu wilayah, maka Pengadilan Tinggi di
wilayah itulah yang berwenang untuk memeriksan dan memutus perkara tersebut
dan bukan pengadilan Tinggi di  wilayah lain. Hal ini dijelaskan dalam pasal 7
Undang-Undang No.20 tahun 1947 yang memuat ketentuan, bahwa permohonan
untuk pemeriksaan banding harus disampaikan dengan surat atau lisan kepada
Penitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan itu.10
10 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009)h.151
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Permohonan banding dapat diajukan sendiri oleh pihak yang
berkepentingan atau oleh kuasanya, yaitu orang yang telah diberi kuasa khusus
untuk mengajukan permohonan banding. Kuasa tersebut sewaktu mengajukan
permohonan banding. Kuasa tersebut sewaktu mengajukan permohonan banding,
harus sudah memiliki surat kuasa khusus, dengan kata lain pemberian kuasa
khusus itu lebih muda dari tanggal pengajuan permohonan banding, setidak-
tidaknya tanggalnya harus sama. Pengajuan permohonan banding, oleh karena
kuasa berdasarkan surat kuasa umum, seandainya pun surat kuasa itu telah dibuat
dihadapan seorang Notaris, tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi. Bagi
pengajuan peermohonan banding oleh kuasa, surat kuasa khusus adalah suatu
syarat mutlak.
Surat kuasa dapat dilimpahkan untuk sebagian, misalnya khusus untuk
mewakili yang bersangkutan untuk sidang pada hari tertentu tanggal sekian.
Dalam hal semacam itu, maka oleh karena pemberian kuasa yang selainnya telah
tidak dilimpahkan, maka kuasa semula tetap berhak untuk mengajukan
permohonan banding, asalkan syarat-syarat lain sebagaimana disebut diatas
terpenuhi. Oleh karena banyak kesalahan terjadi dalam praktek, juga menyangkut
permohonan banding oleh orang-orang yang berpengalaman, sebaiknya
permohonan banding diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan.
Permohonan banding supaya dapat diterim harus diajukan dalam tengang
waktu yang ditentukan. Pasal 7(1) dan (2) undang-undang No.20 tahun 1947 ,
menyatakan bahwa permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14
hari terhitung mulai berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang
berkepentingan. Bagi pemohon banding yang tidak berdiam dalam karesidenan
tempat pengadilan Negeri tersebtu bersidang, waktu itu dijadikan 30 hari.
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Dalam hal pemohon banding atau kuasanya tidak hadir pada waktu
putusan diucapkan, maka tenggang waktu tersebut dihitung sejak hari berikutnya
putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pemberitahuan putusan
ini biasanya dilakukan kepada yang bersangkutan dirumah atau apabila tidak
bertemu pemberitahuan dilakukan melalui lurah setempat dan dalam hal tempat
tinggal dan tempat kediaman dari yang bersangkutan tidak diketahui,
pemberitahuan putusan dilakukan dengan cara penempelan diktum putusan
tersebut pada papan pengumuman yang untuk itu disediakan di kantor Kabupaten,
juga kadang-kadang pemberitahuan putusan tersebut dilakukan melalui surat
kabar.
Permohonan banding yang diajukan secara terlambat, dengan kata lain
diajukan lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang akan
dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk mengajukan permohonan banding pihak
yang bersangkutan terlebih dahulu harus membayar biaya permohonan banding
kepada Pengadilan Negeri. 11
Pasal 8 undang-undang No. 20 tahun 1947 mengemukakan bahwa dari
putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan diluar hadir tergugat, tergugat tidak
boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan hak
perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jika penggugat minta
pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak dalam
pemeriksaan tingkat pertama. Dalam hal gugat dikabulkan untuk sebagian dan
pihak penggugat mengajukan permohonan banding, maka tergugat tidak bisa
mengajukan perlawanan. Jalan yang dapat ditempuh oleh tergugat yang tidak
11 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek ,h.155
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merasa puas dengan putusan pengadilan Negeri, adalah untuk mengajukan
permohonan banding.12
Mengenai perkara banding yang diajukan, pasal 10 undang-undang No. 20
tahun 1947 menyatakan bahwa pihak lawan harus mengetahui bahwa terhadap
putusan yang menguntungkan baginya itu, telah diajukan permohonan banding
oleh pihak lawan, sehingga putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum
tetap. Maksud pasal ini adalah agar pihak yang menang mengetaui bahwa pihak
lawan mengajukan permohonan banding, juga dengan maksud agar terbanding
siap-siap untuk mengajukan contra memori banding untuk menyanggah memori
banding yang diajukan oleh pembanding.
Di kepaniteraan Pengadilan Negeri disediakan suatu register banding,
dimana permohonan-permohonan banding dicatat. Pembanding harus
menandatangani sehelai akta banding yang juga disediakan oleh Pengadilan
Negeri. Dalam hal pembanding adalah seorang yang buta huruf maka akta
banding tersebut harus diberi cap jempol oleh yang bersangkutan. Pasal 11 (3)
menyebut “surat-surat” yang dimaksudkan adalah memori banding yang berisi
alasan-alasan apa sebabnya pembanding mengajukan permohonan banding.
Memori banding harus dengan jelas memuat apa sebabnya pembanding
menganggap bahwa putusan Pengadilan Negerti tersebut oleh seorang pengacara
atau seorang ahli hukum akan memuat pula dengan cermat bagian mana dari suatu
putusan yang dianggap salah dengan disertai dasar alasannya.
Menurut tafsiran yang lazim hakim banding tidak diharuskan untuk
meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding asalkan syarat
syarat lain yang diajukan oleh undang-undang terpenuhi, permohonan banding
12 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , h. 156
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akan diterima dan apabila putusan pengadilan Negeri salah, putusan tersebut akan
dibatalkan pengadilan Tinggi. Jika ada memori banding tetapi putusan pengadilan
Negeri adalah sudah tepat dan benar, putusan pengadilan Negeri itu akan
dikuatkan. Tetapi sebaiknya setiap permohonan banding hendaknya dilampiri
dengan memori banding, agar Pengadilan Tinggi menjadi jelas apa yang dianggap
salah oleh pembanding dari putusan Pengadilan negeri itu.13
Sebaliknya untuk menyanggah memori banding yang diajukan oleh
pembanding, pihak lawan dapat pula menghaturkan contra memori banding.
Contra memori banding ini juga harus dalam beberapa rangkap, satu rangkap
untuk diri sendiri (arsip) dan yang lain untuk dilampirkan dalam berkas yang akan
dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi dan salinan-salinan yang lain untuk pihak
lawan.
Pengadilan tinggi dapat melakukan pemeriksaan tambahan, baik dilakukan
oleh Pengadilan Tinggi ataupun hal itu diperintahkan agar dilakukan oleh
Pengadilan lain. Dalam hal pemeriksaan tambahan ini apabila dilakukan oleh
Pengadilan Tinggi, justru oleh karena dalam taraf banding perkara menjadi
mentah kembali dan kedudukan Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti, yaitu
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara baik mengenai fakta maupun
mengenai hukumnya, dan wewenang yang dipunyai oleh Pengadilan Tinggi dalam
pemeriksaan perkara yang sama dengan wewenang hakim Pengadilan Negeri,
sebelum pemeriksaan tambahan, Pengadilan Tinggi harus berusaha untuk
memperdamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.
c) Upaya Hukum Kasasi
13 Riduan Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung : PT.Citra Aditya
Bakti, 2008) h. 377
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Upaya hukum kasasi asal-muasalnya timbul diperancis, setelah Belanda
dijajah oleh perancis, upaya hukum kasasi diterapkan di Nederland, dan
selanjutnya oleh Pemerintah Belanda dibawa dan diterapkan di Indonesia. Dengan
demikian, Indonesia menganut sistem kasasi atau sistem kontinental. Perkataan
kasasi berasal dari bahasa perancis “casser” yang berarti memecahkan atau
membatalkan, sehingga apabila suatu permohonan kasasi terhadap putusan
pengadilan bawahan itu diterima oleh Mahkamah Agung, maka hal itu berarti
bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap
mengandung kesalahan dalam penerapan hukummnya.14
Menurut pasal 16 UU No. 1/1950 dan pasal 51 UU No13/1965, Kasasi
adalah pembatalan atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain dalam tingkat
peradilan yang terakhir dan penetapan dan perbuatan-perbuatan pengadilan lain
dan para hakim yang bertentangan dengan hukum kecuali putusan pengadilan
dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala
tuduhan.15
Dalam UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak ditemukan
apa pengertian kasasi. Hanya disebutkan dalam pasal 28 (1) Mahkamah Agung
bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
1. Permohonan kasasi
2. Sengketa tentang kewenangan mengadili
3. Permohonan peninjauan kembali putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Selanjutnya dalam pasal 29 undang undang diatas dijelaskan bahwa
Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan
14 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, h. 163
15 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, h. 189
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tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah
Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-
pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
1. Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan. (pasal 30 UU No.14 tahun 1985
Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua
sengketa tentang kewenangan mengadili :
1. Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan
pengadilan dilingkungan peradilan yang lain.
2. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan
tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama.
3. Antara dua pengadilan tingkat banding dilingkungan peradilan yang
sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.
Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap
perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang. Permohoana kasasi dapat diajukan hanya satu kali.
Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis
atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus
perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau
penetapan pengadilan yang dimaksud dalam diberitahukan kepada pemohon.
Apabila tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi
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yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap
telah menerima putusan.
Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula
memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 hari
setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.16
b. Upaya Hukum Luar Biasa
1. Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa,
menurut pasal 66 UU No. 14 tahun 1985, permohonan peninjauan kembali hanya
dapat dilakukan 1 (satu) kali, permohonan peninjauan kembali tidak
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan, permohonan
peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah
dicabut permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan kembali.
Alasan-alasan peninjauan kembali dilakukan karena :
a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak
lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-
bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
c) Apabila setelah dikabulkan suatu hal yang dituntut atau lebih daripada yang
dituntut;
d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya;
16 Moh.Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, h. 193
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e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas
dasar yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang
bertentangan satu dengan yang lain;
f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan halim atau suatu
kekeliruan yang nyata (pasal 67) 17
Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak
yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus
dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon
meninggal dunia, permohonan tersebut dapat diajukan oleh ahli warisnya (pasal
68) dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar
permohonan itu dan dimasukkan dikepaniteraan pengadilan negeri yang memutus
perkara dalam tingkat pertama. Apabila pemohon tidak bisa menulis, maka ia
menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan ketua pengadilan negeri
yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh
ketua pengadilan yang akan membuat catatan permohonan tersebut.
Mahkamah Agung berwenang memerintahkan pengadilan negeri yang
memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding
mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta
pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud.
Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan
kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan
kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkaranya.
Mahkamah Agung mengirimkan putusan salinan putusan atas permohonan
peninjauan kembali kepada pengadilan negeri yang memutus perkara dalam
17 Moh Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, h. 207
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tingkat pertama dan selanjutnya panitera pengadilan negeri yang bersangkutan
menyampaikan salinan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan
salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh hari).
2. Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)
Perlawanan pihak ketiga atau bantahan dikenal juga dengan istilah derden
verzet. Bantahan atau perlawana pihak ketiga yaitu upaya hukum yang dilakukan
orang yang semula bukan pihak dalam suatu perkara, tetapi oleh karena ia merasa
berkepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan di mana barang
atau benda tersebut akan/sedang disita atau akan/sedang dijual lelang, maka ia
berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa
benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat.
Dasar hukum yang mengatur tentang bantahan atau perlawanan pihak
ketiga adalah Pasal 228 RBg/208 HIR. Pasal tersebut mengatakan, ketentuan pasal
tersebut berlaku juga, jika orang lain membantah dalam hal pelaksanaan putusan
tersebut, karena dikatakannya bahwa barang yang disita tersebut adalah miliknya.
Pasal yang dimaksud adalah pasal 207 HIR yang berbunyi, (1) Bantahan orang
yang barang tidak tetap, maupun dalam hal yang disita adalah tetap, harus
diberitahukan oleh orang yang hendak membantah tersebut, dengan surat atau atau
dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang tersebut pada ayat keenam
pasal 195; jika bantahan itu diberitahukan secara lisan, maka ketua wajib
mencatatnya atau menyuruh mencatatnya.(2) kemudian perkara tersebut
dihadapkan oleh ketua pada persidangan pengadilan negeri, supaya diputuskan
sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil putusan (eksekusi), kecuali
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jika ketua memberikan perintah supaya hal itu ditangguhkan sampai jatuh putusan
pengadilan negeri.18
C. Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Penetapan Konsinyasi dalam
putusan No. 267/PK/Pdt/2009
1. Pengertian Putusan hakim
Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat
negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan didepan persidangan dan
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa
antara para pihak, bukan hanya yang diucapkan yang disebut putusan, melainkan
juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan
oleh hakim persidangan. Sedangkan putusan pengadilan tertuang dalam bentuk
tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim
anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera
pengganti yang ikut bersidang.19
2. Macam-macam putusan hakim
Putusan hakim dibedakan menjadi dua yaitu bukan putusan akhir dan
putusan akhir. Dalam HIR/RBg putusan hakim yang bukan putusan akhir disebut
sebagai putusan sela sedangkan putusan akhir disebut sebagai putusan
penghabisan.
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri dan menyelesaikan
sengketa perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu.
a. Putusan akhir ditinjau dari sifatnya dibedakan dalam 3 (tiga) macam sifat
putusan.
18Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, h. 210
19Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, h. 124
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1) Putusan yang bersifat condemnatoir, bersifat menghukum pihak yang kalah
untuk memenuhi suatu prestasi tertentu. Umumnya terjadi perikatan yang
bersumber undang-undang atau hukum adat atau persetujuan dan prestasi
tersebut terdiri dari : memberi, berbuat atau tidak berbuat. Pelaksanaan
dapat dengan paksa, bila perlu dengan alat-alat negara (POLRI)  dan juga
mempunyai kekuatan mengikat dan memberi atas hak (titel) eksekutorial
bagi yang menang perkara. Secara otomatis, demi hukum bahkan berubah
menjadi eksekutorial sehingga dapat dieksekusi.
2) Putusan bersifat constituif, bersifat meniadakan atau meniciptakan suatu
status atau keadaan hukum baru. Misalnya:
- Pengangkatan wali (voogd)
- Pengangkatan kurator/pengampu
- Pengangkatan anak angkat (adopsi)
- Pemutusan perkawinan (perceraian)
- Pernyataan pailit
- Pemutusan perjanjian dan sebagainya
Perubahan keadaan (status) atau hubungan hukum tersebut sekaligus
terjadi pada saat putusan diucapkan,dan pada dasarnya tanpa adanya
upaya paksa.
3) Putusan bersifat Declaratoir, bersifat menyatakan atau menerangkan
keadaan atau peristiwa apa yang sah, termasuk putusan yang bersifat
menolak gugatan. Misalnya :
- Anak dari perkawinan sah; dari A dengan B;
- Bahwa perkawinan tersebut sah
- Bahwa A-B adalah ahli waris C
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Umumnya tanpa upaya paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum
tanpa bantuan pihak lawan atau alat-alat Negara. Putusan constitutif dan
declaratoir terlaksana setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang untuk
putusan condemnatoir dapat dilaksanakan dengan upaya paksa dengan bantuan
dari aparat negara (POLRI)20
Dalam gugatan yang berbentuk contentiosa, terlibat dua pihak yang
bersengketa, yang terdiri dari penggugat dan tergugat. Gugatan contentiosa
disebut juga sebagai adversary proceeding atau adversary system yakni proses
penyelesaian sengketa yang melibatkan pertentangan antara dua partai atau sistem
penyelesaian perkara antara partai-partai yang bersengketa. Pada prinsipnya,
setiap penyelesaian sengketa yang bersifat partai di sidang pengadilan, harus
dihadiri oleh para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut
oleh juru sita sesuai dengan tata cara yang digariskan pasal 390 ayat (1) HIR,
pasal 1-14 Rv.
b. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan dibagi menjadi 3, yaitu :
1. Putusan gugatan gugur
Bentuk putusan ini diatur dalam pasal 124 HIR, pasal 77 Rv. Jika
penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh
wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus
yang seperti itu;
a. Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan
penggugat,
b. Berbarengan dengan itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara.
20 R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi (Bandung : Mandar Maju,
2005) h. 156-157
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Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, dijelaskan dalam pasal
77 Rv:
1) Pihak tergugat dibebaskan dari perkara dimaksud putusan pengguguran
gugatan yang didasarkan atas keingkaran penggugat menghadiri sidang
pertama, merupakan putusan akhir (eind vonnis) yang bersifat menyudahi
proses pemeriksaan secara formil. Artinya putusan itu mengakhiri pemeriksaan
meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang
menyatakan pihak tergugat dibebaskan dari perkara itu.
2) Terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau
verzet. Terhadap putusan tersebur, tertutup hak penggugat untuk mengajukan
perlawanan atau verzet. Sifat putusannya:
a) Langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengiat kepada
para pihak atau final and binding
b) Selain terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan, juga tertutup
upaya hukum, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
3) Penggugat dapat mengajukan gugatan baru
Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh penggugat menghadapi putusan
pengguguran gugatan, hanya :
a) Mengajukan gugatan baru dengan materi pokok perkara yang sama,
karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat ne bis in
idem, sehingga dapat lagi diajukan sebagai perkara baru.
b) Dan untuk itu, pengguga dibebani membayar biaya perkara karena
biaya yang semula telah dibayarkan untuk gugatan yang digugurkan.
2. Putusan Verstek
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Mengenai putusan ini diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 78 Rv.
Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek,
apabila:
a) Pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa
alasan yang sah
b) Padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat
dijatuhkan putusan verstek.
Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai
hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya
menghadiri persidangan yang ditentukan. Bentuk hukuman yang dikenakan
kepada tergugat atas keingkaran itu:
1) Dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat
berdasarkan pasal 174 HIR, pasal 195 KUH Perdata,
2) Atas dasar anggapan pengakuan itu, gugatan penggugat dapat dikabulkan,
kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum.
Cuma  kepada tergugat dijatuhi hukuman putusan verstek, masih
a) Diberi hak untuk mengajukan perlawanan atau verzet
b) Dan hal itu dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal
pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat.
3. Putusan Contradictoir
Bentuk putusan ini dikaitkan atau ditinjau dari segi kehadiran para pihak
pada saat putusan diucapkan. Ditinjau dari segi ini, terdapat dua jenis putusan
contradictoir.
a) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir
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Pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat
dan tergugat atau kuasa mereka sama-sama datang menghadiri persidangan
namun,
1) Kemungkinan pada sidang-sidang yang lalu, salah satu pihak, penggugat
atau tergugat pernah tidak datang menghadiri persidangan,
2) Dan pada saat putusan diucapkan, kedua belah pihak datang menghadiri
persidangan maka bentuk putusan yang dijatuhkan berbentuk
contradictoir.
Jadi yang menentukan apakah putusan ini berbentuk kontradiktoir adalah
faktor  kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan hakim.
b) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.
Bentuk ini merupakan variabel dari putusan kontradiktoir yang pertama,
dan rujukannya mengacu kepada ketentuan pasal 127 HIR, pasal 81 Rv dengan
tata cara sebagai berikut :
(1) Baik pada sidang pertama maupun pada sidang-sidang berikutnya, pihak
yang bersangkutan selalu hadir dalam persidangan. Atau mungkin juga
pada salah satu sidang tidak hadir, sehingga hakim menerapkan proses
pemeriksaan op tegenspraak. Atau pada sidang-sidang yang lain selalu
hadir
(2) Akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu
pihak tidak hadir maka dalam kasus yang seperti ini putusan yang
dijatuhkan adalah putusan kontradiktoir dan bukan putusan verstek.21
c. Putusan Ditinjau Pada Saat Penjatuhannya
21 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika,2004)h.873-875
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a) Putusan Sela
Disebut juga putusan sementara (temporary award,interim award). Ada
juga yang menyebutnya dengan incidenteel vonnis atau putusan insidentil.
Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau pasal 48 Rv. Menurut
pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan
putusan akhir (eind vonnis), yang diajukan pada saat proses pemeriksaan
berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu
kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi hakim sebelum
menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk
putusan preparatoir atau interlocutoir.
1) Putusan Preparatoir
Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya
sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan
preparatoir tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Misalnya
pembatasan tahap jawab-menjawab atau replik duplik dan tahap pembuktian.
Proses pemeriksaan berjalan dan langsung sesuai dengan kebijkan dengan
memperhitungkan tenggang pemunduran persidangan oleh hakim tanpa lebih
dahulu ditentukan tahapnya dalam suatu putusan sela yang disebut putusan
preparatoir.
2) Putusan Interlocutoir
Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela (een interlocutoir
vonnis is een special sort tussen vonnis) yang dapat berisi bermacam-macam
perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapao hakim.
3) Putusan insidentil
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Yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil
atau yang berkaitan dengan penyitaan yang membebankan pemberian uang
jaminan dari permohonan sita, agar sita dilaksanakan, yang disebut cautio
judicatum solvi.22
a. Putusan Akhir
Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa
atau pelaksana kekuasaan kehakiman (judicative power) untuk menyelesaikan dan
mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.23
3. Susunan dan Isi Putusan (pertimbangan hakim)
Dalam sebuah putusan terdapat hal-hal sebagai berikut :
a. Kepala Putusan
Terdapat kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
(Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004). Ini merupakan titel eksekutorial dari suatu
putusan. Apabila tidak ada kata-kata tersebut, putusan tersebut tidak bisa
dijalankan/dieksekusi.
b. Para pihak dengan identitasnya
Para pihak dengan identitasnya meliputi mereka-mereka yang terlibat
dalam perkara, yaitu:
1) Pihak penggugat (penggugat atau para penggugat)
2) Pihak tergugat (tergugat atau para tergugat)
3) Pihak turut tergugat (jika ada)
22 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 880-881
23 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 888
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Identitas para pihak meliputi nama, umur, alamat pekerjaan, serta nama
kuasa hukum beserta alamat kantornya.
c. Tentang Duduk Perkaranya
Tentang duduk perkaranya memuat tentang apa-apa yang terjadi dalam
persidangan pengadilan. Disini yang dimuat adalah :
1) Gugatan Penggugat/Para Penggugat
2) Jawaban pertama tergugat/ para Tergugat
3) Jawaban pertama Turut tergugat (jika ada)
4) Alat bukti surat Penggugat
5) Alat bukti saksi penggugat
6) Alat bukti surat Tergugat
7) Alat bukti saksi Tergugat
8) Alat bukti keterangan ahli(jika ada)
9) Pemeriksaan setempat dilakukan tanggal berapa(jika ada)
d. Tentang Hukumnya
Merupakan pertimbangan hukum terhadap gugatan dan jawaban para
pihak. Menurut ketentuan pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg berisi tentang :
1) Ringkasan gugatan dan jawaban, dari dalih gugatan dan jawaban tersebut, lalu
disimpulkan dalih apa yang diakui oleh tergugat, dan dalih apa yang ditolak
oleh tergugat. Terhadap dalih apa yang tidak diakui atau ditolak oleh tergugat
barulah dipertimbangkan oleh hakim tersebut berdasarkan alat bukti yang ada.
2) Serta alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut, hakim tidak terikat
dengan alasan hukum yang dibuat oleh para pihak;
3) Jika ada hukum tertulis, harus disebutkan dengan jelas (Vide pasal 25 ayat (1)
UU No. 4/Tahun 2004)
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4) Keputusan tersebut harus ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti (pasal 25 ayat (2) UU. No. 4 Tahun 2004)
e. Amar Putusan
Adalah jawaban dari gugatan baik konvensi maupun rekonvensi dalam
pokok perkara bisa :
1) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima
2) Menyatakan gugatan ditolak
3) Menyatakan gugatan dikabulkan sebagian
4) Menyatakan gugatan dikabulkan seluruhnya24
4. Kekuatan Putusan Hakim
HIR/RBG sama sekali tidak memuat ketentuan tentang kekuatan putusan
hakim, kecuali dalam pasal 280 HIR/191 RBG hanya menyebutkan ada suatu
putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Pasal 1917 dan 1918 KUH Perdata
juga menyebutkan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh
kekuatan mutlak. Dalam pasal 21 UU No.14/1970 ada disebutkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah
putusan yang menurut ketentuan undang-undang, tidak ada kesempatan lagi untuk
menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jadi putusan yang tidak
dapat diganggu gugat, contohnya putusan verstek (putusan tanpa hadirnya pihak
tergugat) yang tidak diajukan perlawanan. Putusan pengadilan pertama yang tidak
diajukan banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi, putusan
24 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Bandung : CV. Mandar
Maju,2005) h.141-143
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kasasi yang tidak diajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan
yang menurut ketentuan perundang-undangan masih terbuka kesempatan untuk
menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya (verzet),banding dan
kasasi.
Putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap mempunyai tiga (3) macam kekuatan, yaitu :
1) Kekuatan pembuktian mengikat. Putusan hakim itu sebagai dokumen yang
merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga
tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat tetapi membuktikan
bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam
putusan itu.
2) Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan
bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaatinya dengan
sukarela.
3) Kekuatan mengajukan eksepsi, yaitu kekuatan untuk menangkis suatu gugatan
baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal-hal yang
sama, berdasarkan asas ne bis in idem (tidak boleh dijatuhkan putusan lagi
dalam perkara yang sama). 25
C. Pertimbangan putusan hakim dalam perkara No. 267/PK/Pdt/2009
Dalam putusan hakim tersebut membatalkan penetapan konsinyasi dari
Pengadilan Negeri Makassar dengan mengemukakan alasan bahwa penetapan
konsinyasi tersebut mengenyampingkan konsep wanprestasi dimana pihak debitur
25 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, h.132
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dalam perjanjian pada awalnya (pembayaran pertama) telah melakukan
wanprestasi begitupun pada pembayaran tahap kedua.
Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang
telah ditetapkan dalam perikatan, dalam perkara No.267/PK/Pdt/2009 perlu
ditentukan keadaan sesungguhnya yang dialami debitur, apakah debitur sengaja
untuk melakukan ingkar janji atau lalai memenuhi prestasi. Tiga keadaan debitur
yang dapat dikatakan wanprestasi, adalah :
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau
terlambat.26
Dalam putusan hakim dapat diketahui bahwa pada awalnya debitur telah
melakukan wanprestasi hal ini menjadi dasar putusan hakim bahwa debitur
mengetahui tenggang waktu pembayaran, tetapi debitur lalai melaksanakan
prestasi, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1238 KUHPerdata,debitur
dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam
perikatan. Hal ini menjadi dasar kuat untuk mengenyampingkan penetapan
konsinyasi yang juga dikeluarkan setelah debitur telah wanprestasi.
Dari pertimbangan putusan hakim tentang penetapan konsinyasi yang
kemudian dibatalkan karena telah adanya wanprestasi menjadi salah satu dasar
yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menerima penetapan konsinyasi
dengan terlebih dahulu mengkaji permasalahan yang ada, sehingga memiliki dasar
gugatan untuk menolak penetapan konsinyasi.
26 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (Bandung : CV Pustaka, 2011) h. 103
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Dalam pandangan islam tentang ketidakmampuan seseorang membayar
hutang lantas menjadikannya wanprestasi diberikan solusi melalui penjelasan
dalam QS  al-Baqarah/1:280, sebagai berikut :
 َنﻮُﻤَﻠَْﻌﺗ  ُْﻢﺘْﻨُﻛ ﺈْﻧ  ْﻢُﻜَﻟ  ٌﺮْﯿَﺧ ُﻮﻗا  ﱠﺪََﺼﺗ  َْنأ  َو  ٍةَﺮَﺴْﯿَﻣ  َِلﺈﯨ  ٌةَﺮِﻈَﻨَﻓ  ٍةَﺮْﺴُﻋ ُوذ  َنﺎَﻛ  ِْنإَو
Terjemahnya
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh
sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu,
lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”27






Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka
penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya penetapan konsinyasi dari
Pengadilan Negeri setempat tidak mengakhirkan suatu perjanjian sebagaimana
yang disebutkan dalam pasal 1404 KUHPerdata bahwa salah satu cara
menghapuskan perikatan adalah dengan menitipkan uang dipengadilan dan
memperoleh penetapan (konsinyasi).
2. Upaya hukum biasa hingga upaya hukum luar biasa masih bisa ditempuh oleh
pihak yang tidak menerima penetapan konsinyasi selama mengikuti prosedur
berperkara sesuai yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Putusan hakim yang mengenyampingkan penetapan konsinyasi sebagai
kekuatan hukum untuk mengakhiri suatu perjanjian jual beli diantara kedua
belah pihak, didasarkan pada bukti bahwa Pengadilan Negeri dalam menerima
permohonan dan memberikan penetapan konsinyasi tidak memperhatikan hal-
hal yang bisa menjadi dasar ketidak absahan suatu penetapan konsinyasi,
salah satunya adalah wanprestasi.
B. Implikasi
Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis juga
akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
pemerintah, terkhusus kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memberikan
penetapan konsinyasi dan pihak-pihak yang memohonkan penetapan konsinyasi
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untuk mengakhiri perjanjian dalam sengketa jual-beli, maupun pihak yang tidak
menerima penetapan konsinyasi tersebut. Adapun saran tersebut, yaitu :
1. Agar akibat hukum penetapan konsinyasi sesuai dengan pasal 1404
KUHPerdata, maka perlu mengikuti syarat dan prosedur penetapan konsinyasi
untuk menghindari adanya pembatalan perjanjian setelah adanya penetapan
konsinyasi karena tidak memenuhi syarat dan prosedur yang ada.
2. Pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan penetapan konsinyasi diharapkan
tidak serta-merta menerima penetapan konsinyasi tersebut dan tetap berupaya
menempuh upaya hukum yang ada.
3. Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan
konsinyasi agar lebih memperhatikan dasar hukum suatu pihak yang
memohon penetapan konsinyasi untuk mengakhiri suatu perjanjian.
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Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1527 K/Pdt/2007 
P  U  T  U  S  A  N 
No.  1527 K/Pdt/2007 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
M A H K A M A H   A G U N G 
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai 
berikut dalam perkara : 
PT. GOWA MAKASSAR TOURISME DEVELOPMENT, Tbk, 
berkedudukan di  Jalan Metro Tanjung Bunga Kaveling 3 – 5, 
Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota 
Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Nasiruddin 
Pasigai, SH.dan kawan,  Advokat Kuasa Hukum, berkantor  di 
Kantor Advokat Nasiruddin Pasigai, SH. &  Partners, Jalan 
Veteran Selatan  II No.18 Makassar ; 
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ; 
m e l a w a n : 
1.  Drs. H. ANDI MAPPATURUNG ; 
2.  ANDI PABISEI MAPPATURUNG ; 
3.  ANDI PATIMA MAPPATURUNG ; 
4.  ANDI  BAU LINGKA ; 
5.  ANDI  ASRIL ; 
6.  ANDI INDRAWATI ; 
7. ANDI HENDRIA,  dalam hal ini  memberi kuasa kepada :Nurul 
Qamar Alimaro, SH. MH. Dan kawan, Advokat, beralamat di 
Pusat Konsultasi dan Batuan Hukum (PKBH) Universitas 
Muslim Indonesia, Jalan Urip Sumohardjo KM 05 Kampus  II 
Fakultas Hukum UMI Makassar ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;  
Mahkamah Agung tersebut  ; 
Membaca surat-surat yang bersangkutan ; 
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang 
Termohon Kasasi  dahulu  sebagai Penggugat  telah menggugat sekarang 
Pemohon Kasasi  sebagai  Tergugat di muka  persidangan   Pengadilan Negeri 
Makassar  pada pokoknya atas  dalil-dalil : 
Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris almarhum H.Andi Mappagiling 
Karaengta Karuwisi berhak mewarisi harta peninggalan almarhum berupa  
sebidang tanah milik Indonesia seluas lebih kurang 30.134 M2 berdasarkan 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id











































































Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1527 K/Pdt/2007 
Persil 123 D II Kohir 996 C 1, yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, 
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut : 
- Sebelah Utara, dengan tanah PT.GMTD Tbk (bekas tanah Pemda Provinsi 
Sulawesi Selatan ; 
- Sebelah Timur, dengan tanah PT.GMTD Tbk (bekas tanah  Mustakim Badu) ;  
- Sebelah Selatan, dengan tanah PT.GMTD  Tbk (bekas tanah Jumakking); 
- Sebelah Barat, dengan tanah PT.GMTD Tbk (bekas tanah Pemda Provinsi 
Sulawesi Selatan, Yunus Nanring, Abd. Rauf Dg. Bani ; 
Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta 
peninggalan almarhum sebagaimana dimaksud tersebut, telah bersepakat telah 
memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris tersebut, yakni Drs. H.Andi 
Mappaturung, untuk melakukan perbuatan hukum atas obyek tanah hak warisan 
dimaksud, dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 
Pengalihan Hak dengan pihak Tergugat, tepatnya pada hari Jumat tanggal 8 
Februari 2002 ; 
Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)  tertanggal 8 
Februari 2002 sebagaimana dimaksud surat tersebut di atas, yang bertindak 
mewakili kepentingan segenap ahli waris  (para Penggugat) adalah H.Andi 
Mappaturung sebagai pihak pertama, sedangkan yang bertindak mewakili untuk  
dan atas nama PT.GMTD Tbk.  (Tergugat ) adalah Hadi Kusnadi yang dalam 
kedudukannya pada waktu itu sebagai Direktur ; 
Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli  tertanggal 8 Februari 2002 
dimaksud tersebut, telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana 
tersebut pada  pasal 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli, bahwa obyek tanah yang 
diperjanjikan dalam pengikatan ini adalah tanah persil  123 D II Kohir No.996 C 
1 seluas lebih kurang 30.134 M2 terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, 
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanah mana adalah milik waris para 
Penggugat ; 
Bahwa  pada pasal 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimaksud, 
disepakati bahwa harga jual ini adalah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh 
juta rupiah) ; 
Bahwa pada pasal 4 sub  Perjanjian Pengikatan Jual Beli, telah 
disepakati oleh kedua belah pihak bahwa pembayaran harga tanah dimaksud 
dilakukan dengan cara angsuran sebanyak dua kali pembayaran oleh pihak 
kedua (Tergugat), yakni : 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id











































































Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1527 K/Pdt/2007 
a. Pembayaran tahap I sebanyak Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima 
juta rupiah), yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 15 
Februari 2002 ; 
b. Pembayaran untuk tahap II sebanyak Ro.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta 
rupiah) ; 
Pada pasal 4 sub 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, ditegaskan 
bahwa pada saat penyerahan uang muka tahap pertama dilaksanakan, maka 
pihak I berkewajiban menyerahkan dokumen asli bukti pemilikan tanahnya, yaitu 
Surat Rincik Persil 123 D II Kohir 996 C1 beserta dokumen-dokemen 
pendukung lainnya ; 
Bahwa pada kenyataannya pihak II (Tergugat) tidak memenuhi 
kewajibannya kepada pihak I (Penggugat) sebagaimana yang telah 
diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut sehingga sangat 
merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat untuk menikmati manfaat dan 
hasil dari obyek tanah dimaksud, sementara Tergugat telah menikmati dan 
memanfaatkan hasil dari obyek tanah tersebut, yakni telah menguasai, 
memanfaatkan dan bahkan membangun seluas lebih kurang 10.000 M2 ; 
Bahwa ternyata pihak II (Tergugat) pada tanggal 15 Februari 2002 
(tanggal jatuh tempo untuk pembayaran tahan I) tidak memenuhi kewajibannya 
kepada pihak I (Penggugat), sehingga telah melanggar apa yang telah 
disepakati semula ; 
Bahwa baru pada tanggal 20 Februari 2002 pihak II (Tergugat) 
menyerahkan uang muka untuk pembayaran tahap I sebesar Rp.275.000.000,- 
(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan ketika itu  juga segala dokumen asli 
bukti-bukti pemilikan tanah dimaksud diserahkan oleh pihak I (Penggugat) 
kepada pihak II, sebagai syarat yang telah disepakati ; 
Bahwa meskipun pihak II dalam melakukan pembayaran untuk tahap I  
telah cedera janji sebagaimana yang disepakati semula, namun pihak I 
mencoba bersabar dan memahami dengan harapan untuk pembayaran tahap II 
tidak terjadi hal demikian lagi, namun kenyataannya pihak II kembali ingkar janji 
dengan tidak sama sekali memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran 
untuk tahap II pada tanggal 15 Maret 2002 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh 
lima juta rupiah) kepada pihak I sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan ; 
Bahwa dengan berbagai cara dan upaya kekeluargaan telah dilakukan 
oleh Penggugat (pihak I) untuk mengikatkan pihak Tergugat (pihak II) agar 
memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian 
Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari 2002, namun Tergugat (pihak II) tidak 
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mengindahkan  sama sekali. Bahkan Penggugat telah berulangkali pula 
mengirim surat teguran dan somasi kepada Tergugat, namun juga tidak  
diindahkan, sehingga  dengan nyata-nyata Tergugat telah melakukan 
wanprestasi ; 
Bahwa  Penggugat untuk menghindari kerugian fatal dari akibat tidak 
dipenuhinya kewajiban Tergugat, telah berupaya mengembalikan uang muka 
untuk pembayaran tahap I Tergugat, namun Tergugat menolaknya, sehingga 
selalu dan  selalu Penggugat berada pada posisi yang dirugikan dan tidak 
menentu kapan haknya dapat dinikmati ; 
Bahwa oleh karena Tergugat telah dengan nyata-nyata  melakukan 
wanprestasi  atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari 2002 
terhadap pihak I (Penggugat), maka sangat beralasan menurut hukum bila 
Penggugat melalui Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA 
Khusus Makassar memohon agar Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimaksud 
dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat dan oleh karenanya memerintahkan 
Tergugat untuk menerima pengembalian uang muka pembayaran tahap I 
sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari pihak I 
(Penggugat) dan dengan kewajiban bagi Tergugat mengembalikan atau 
menyerahkan segala dokumen aslil bukti pemilikan tanah dimaksud kepada 
Penggugat ; 
Bahwa demikian pula oleh karena Tergugat telah menguasai, 
memanfaatkan dan bahkan membanguni obyek tanah dimaksud lebih kurang 
10.000 M2 dan Penggugat sangat khawatir Tergugat mengalihkan kepada pihak 
lainnya, maka beralasan jika Pengugat memohon agar obyek tanah seluas 
dimaksud dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) untuk menjamin 
hak Penggugat ; 
Bahwa untuk menjamin agar keadaan tanah yang telah dikuasai, 
dimanfaatkan dan bahkan dibanguni oleh Tergugat seluas 10.000 M2 tersebut 
tidak mengalami perubahan–perubahan yang dapat berakibat kerugian yang 
lebih besar dialami Penggugat, maka Penggugat dalam perkara ini di samping 
memohon putusan dalam Provisi kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan 
memerintahkan agar Tergugat tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan  fisik atas 
atas tanah dimaksud selama proses perkara ini berlangsung dan belum 
memperoleh putusan yang bekekuatan  hukum tetap ; 
Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka 
Penggugat memohon kehadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan : 
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I. Dalam Provisi : 
o Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan 
fisik   atas tanah obyek perjanjian yang telah dikuasai lebih kurang 
10.000 M2 selama proses perkara ini berlangsung dan belum 
memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ; 
II. Dalam Pokok Perkara : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ; 
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang 
telah diletakkan ; 
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang berhak 
mewarisi harta peninggalan Almarhum H. Andi Mappagilling Karaengta 
Karuwisi  berupa tanah seluas + 30.134 M2 persil 123 D.II Kohir 996 C 1 
terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka,  Kecamatan Tamalate, Kota 
Makassar dengan batas-batas : 
 Sebelah Utara, dengan tanah PT.GMTD Tbk (bekas tanah Pemda 
Provinsi Sulawesi Selatan) ; 
 Sebelah Timur, dengan tanah PT.GMTD Tbk (bekas tanah  Mustakim 
Badu) ;  
 Sebelah Selatan, dengan tanah PT.GMTD  Tbk (bekas tanah 
Jumakking); 
 Sebelah Barat, dengan tanah PT.GMTD Tbk (bekas tanah Pemda 
Provinsi Sulawesi Selatan, Yunus Nanring, Abd. Rauf Dg. Bani ; 
4. Menyatakan bahwa Tergugat  telah melakukan wanprestasi kepada para 
Penggugat  sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 
Februari 2002 ; 
5. Menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari 
2002 yang dibuat antara Penggugat sebagai pihak I, dengan Tergugat 
sebagai pihak II  adalah tidak mengikat dan batal demi hukum ; 
6. Menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian uang muka 
pembayaran tahap I sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima 
juta rupiah) dari pihak Penggugat dengan kewajiban bagi Tergugat untuk 
menyerahkan kembali dokumen-dokumen asli surat pemilikan tanah milik 
para Penggugat ; 
7. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan bahagian tanah milik 
para Penggugat  seluas lebih kuirang 10.000 M2 dalam keadaan kosong 
dan sempurna tanpa syarat apapun juga ; 
Atau : 
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“Bila seandainya Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka 
kami mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum” ;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan 
eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya  atas dalil-dalil sebagai 
berikut : 
DALAM  EKSEPSI : 
1.  Surat kuasa Penggugat tidak sah : 
  Sesuai pengakuan kuasa hukum Penggugat, bahwa dalam perkara ini 
menggunakan surat kuasa limpahan (subtitusi) dari Hj. Najmiah Muin tanggal 2 
Mei 2005 sehingga kedudukan hukum surat kuasa dimaksud adalah tidak 
berdasar dengan alasan : 
- Hj. Najmiah Muin sebagai penerima kuasa tidak memiliki peran otoritatif 
karena yang bersangkutan bukanlah Advokat sebagaimana yang digariskan 
dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat. Tindakan 
penerima kuasa asal telah mereduksi tugas dan tanggungjawab Advokat 
dimana pada saatnya akan berbenturan dengan praktek penyelenggara 
peradilan, Batas-batas yang sama telah diatur dalam kode etik bersama 
Advokat dimana pengenalan interaksi dan hubungan hukum secara horison 
hanya mengatur antara Advokat dan kliennya (pemberi dan penerima kuasa 
maupun antara sesama Advokat (penerima dan pemberi kuasa subtitusi). 
Sementara diluar dari elemen ini tidak dikenal pihak lain apalagi yang  
bersangkutan mengesankan sebagai perantara dalam satu perkara ; 
- Apabila proses-proses tersebut diatas ditoleransi,efeknya dapat melemahkan 
immunitas Advokat serta mendorong regulasi pranata peradilan kedalam 
situasi lama dan hal ini sangat deksrtuktif ; 
2. Permohonan provisional yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan 
kontekstualitas yuridisnya tidak berdasar. Permohonan provisi harus 
menunjukkan urgensi yang sangat mendesak dengan sejumlah konsekwensi 
yang tidak mungkin ditangguhkan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 332 
Rv jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 
tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional jo 
Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2000 tanggal 20 Agustus 2001 
tentang pelaksanaan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dan 
provisional ; 
Dari semua ketentuan ini sama sekali tidak mengatur tentang penghentian 
aktifitas diatas obyek sengketa tetapi lebih menitikberatkan  tentang syarat-
syarat, kehati-hatian dan konvensasi nilai barang yang akan dieksekusi lebih 
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awal dari putusan akhir sehingga keseimbangan protektif terhadap 
kepentingan semua pihak benar-benar dilindungi.  
Praktek-praktek penyelenggara perkara semacam ini banyak menimbulkan  
masalah dimasa lalu karena putusan provisional tingkat pertama terkadang 
masih dianulir kembali pada tingkat banding dan kasasi sehingga pemulihan 
kepentingan dan kerugian dari pihak tereksekusi sebelumnya sulit dilakukan ; 
DALAM  REKONVENSI : 
  Pada kesempatan ini Tergugat akan mengajukan gugatan balik 
(rekonpensi) kepada Penggugat sehingga kualitasnya Penggugat asal disebut 
sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat 
Rekonpennsi ; 
1. Penggugat Rekonpensi / Tergugat asal telah berusaha untuk memenuhi 
kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian pengikatan 
jual beli  dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal tertanggal 8 Februari 
2002 ditandai dengan beberapa surat panggilan yang ditujukan kepada 
Penggugat dimana pada intinya meminta agar yang bersangkutan datang 
kekantor Tergugat untuk menerima sisa pembayaran sebesar 
Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi permintaan tersebut 
ditolak oleh Penggugat dengan berbagai macam alasan ; 
2. Memahami sikap Tergugat Rekonpensi yang demikian  maka Penggugat 
Rekonpensi menempuh penyelesaian /pelunasan melalui permohonan 
konsinyasi di Pengadilan Negeri Makasaar. Permohonan ini dikabulkan 
melalui Penetapan Ketua Pengadailan Negeri Makassar tanggal 3 April 2003 
Np.01/Pen.Kns/2003/PN.Mks tindak lanjut dari penetapan tersebut 
Penggugat Rekonpensi telah menitipkan uang sisa pembayaran dari tanah 
Tergugat Rekonpensi sesuai berita acara penyimpanan (konsinyasi) 
No.01/BA.Kns/2003/PN.Mks tertanggal 22 April 2003 ; 
3. Bahwa proses konsinyasi yang ditempuh oleh Penggugat Rekonpensi 
tersebut diatas, sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku 
sehingga tidak ada alasan dari Tergugat Rekonpensi untuk menolak 
pembayaran dimaksud. Oleh karena semua hak dan kewajiban dari kedua 
belah pihak (Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi) sudah 
terlaksana /terealisasi, maka pengikatan jual beli adalah sah dan mengikat ; 
4. Penolakan pembayaran dan upaya pembatalan sepihak yang dilakukan 
Tergugat Rekonpensi selama ini adalah tidak berdasar disamping tidak 
sejalan dengan prinsip atau keinginan dari pengikatan perjanjian yang 
menegasikan adanya pembatalan sebagai pengecualian dari pasal 1266 
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KUH Perdata. Oleh karena itu, dimohonkan kepada Majelis Hakim agar 
menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menerima 
pembayaran konsinyasi yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Makassar ; 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim 
untuk menjatuhkan putusan seperti berikut  
I. Dalam Konpensi : 
1. Dalam Eksepsi : 
o Menyatakan menerima eksepsi Tergugat secara keseluruhan ; 
o Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 
2. Dalam Pokok Perkara : 
o Menyatakan  menerima jawaban Tergugat secara keseluruhan ; 
o Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ; 
o Menyatakan Tergugat adalah pembeli yang beriktikad baik ; 
o Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ; 
II. Dalam Rekonpensi : 
- Menyatakan menerima gugatan Rekonpensi secara keseluruhan ; 
- Menyatakan penitipan/konsinyasi uang sisa pembayaran sebesar 
Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh 
Penggugat Rekonpensi adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum ; 
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi yang menolak sisa pembayaran tanah 
miliknya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah 
perbuatan melawan hukum ; 
- Menyatakan Perjanjian Pengikatan jual beli antara Tergugat Rekonpensi 
dengan Penggugat Rekonpensi tertanggal 8 Februari 2002, adalah sah 
dan mengikat secara hukum ; 
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menerima sisa pembayaran 
tanahnya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada 
Pengadilan Negeri Makassar ;  
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makasar telah 
mengambil putusan, yaitu putusan No.104/Pdt.G/2005/PN.Mks tanggal 12 
Januari 2006 yang amarnya sebagai berikut : 
DALAM KONVENSI  
DALAM PROVISI 
-   Menolak permohonan provisi dari Penggugat Konpensi ; 
DALAM EKSEPSI 
-   Menolak eksepsi dari Tergugat Konpensi ; 
DALAM POKOK PERKARA  
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-     Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebahagian ; 
-    Menyatakan bahwa para Penggugat Konpensi adalah ahli waris yang berhak 
mewarisi harta peninggalan Almarhum H. Andi Mappagilling Karaengta 
Karuwisi  berupa tanah seluas 30.134 M2 persil 123 D.II Kohir 996 C 1 
terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka  Kecamatan Tamalate Kota Makassar 
dengan batas-batas : 
- Sebelah Utara, dengan tanah PT.GMTD Tbk (bekas tanah Pemda 
Provinsi Sulawesi Selatan ; 
- Sebelah Timur, dengan tanah PT.GMTD Tbk (bekas tanah  Mustakim 
Badu) ;  
- Sebelah Selatan, dengan tanah PT.GMTD  Tbk (bekas tanah Jumakking); 
- Sebelah Barat, dengan tanah PT.GMTD Tbk (bekas tanah Pemda 
Provinsi Sulawesi Selatan, Yunus Nanring, Abd. Rauf Dg. Bani ; 
- Menyatakan bahwa Tergugat Konpensi telah melakukan wanprestasi kepada 
para Penggugat Konpensi sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
tertanggal 8 Februari 2002 ; 
- Menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari 
2002 yang dibuat antara Penggugat Konpensi sebagai pihak II, adalah tidak 
mengikat dan batal demi hukum ; 
- Menghukum Tergugat Konpensi untuk menerima pengembalian uang muka 
pembayaran tahap I sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima 
juta rupiah) dari pihak Penggugat Konpensi dengan kewajiban bagi Tergugat 
Konpensi untuk menyerahkan kembali dokumen-dokumen asli surat 
pemilikan tanah milik para Penggugat Konpensi ; 
- Menghukum Tergugat Konpensi untuk segera menyerahkan bahagian tanah 
milik para Penggugat Konpensi seluas +  10.000 M2  dalam keadaan kosong 
dan sempurna tanpa syarat apapun juga ; 
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; 
DALAM REKONPENSI : 
- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ; 
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : 
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konpensi/Penggugat 
Rekonpensi sebesar Rp.319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;  
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ 
Pembanding  putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 167/Pdt/2006/PT.Mks tanggal 
8 Agustus 2006 ;   
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Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1527 K/Pdt/2007 
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada    
Tergugat/Pembanding  pada tanggal 5 Oktober 2006 kemudian terhadapnya 
oleh Tergugat/Pembanding  (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat 
kuasa khusus tanggal 16 Juni 2005)  diajukan permohonan kasasi secara  
tertulis pada tanggal 16 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari akte 
permohonan kasasi No. 104/Srt.Pdt.G/2005/PN.MKS  yang dibuat oleh Panitera 
Pengadilan Negeri Makassar,  permohonan tersebut disertai dengan memori 
kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2006 ; 
bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding  yang pada tanggal 20 
Nopember 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari 
Tergugat/Pembanding  diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Nopember 2006 ; 
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya 
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam 
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, 
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; 
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ 
Tergugat  dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 
1. Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan   
Negeri Makassar No.104/Pdt.G/2005/PN.Mks  ; 
Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding mampu menangkap 
sikap batin dan itikad baik dari Pemohon Kasasi  yang telah menempuh 
berbagai upaya untuk melaksanakan kewajibannya kepada Termohon 
Kasasi termasuk tindakan konsinyasi dari sisa dana (kewajiban) Pemohon 
Kasasi di Pengadilan Negeri Makassar. Konsinyasi tersebut dinyatakan sah 
dan berdasar hukum untuk diterima sebagaimana tersebut dinyatakan sah 
dan berdasar hukum untuk diterima sebagaimana ditunjukkan melalui bukti 
T.5 dan T.3. Upaya-upaya lain dalam pemenuhan kewajiban Pemohon 
Kasasi terekam/terlihat dalam bukti T.6A, T.6B, T.7A ; 
Konsekwensi Yuridis dari Penetapan Pengadilan yang membenarkan 
konsinyasi Pemohon Kasasi sepatutnya mendapatklan perhatian Majelis 
Hakim Banding  mengingat didalamnya terdapat kekuatan hukum yang 
harus mengikat semua pihak termasuk Majelis Hakim Banding tetapi hal ini 
tidak dipertimbangkan. Seandainya penetapan ini ingin dibatalkan baik 
ditingkat pertama maupun ditingkat banding maka terlebih dahulu 
menganulir substansi hukum dari penetapan dimaksud, tentu dengan 
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Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1527 K/Pdt/2007 
menunjukkan kelemahan/kekeliruan dari penetapan itu. Harapan yang 
demikian ini sama sekali tidak digubris oleh Hakim Tingkat Pertama maupun 
Hakim Banding. Kecendrungan pertimbangannya disekitar ini hanya ditarik 
dari keadaan dan waktu diajukannya konsinyasi (vide Hal. 30, 31 putusan 
tingkat pertama) dan bukan mengenai aspek legalitas penetapan yang 
menegaskan keabsahan hukum dari konsinyasi ; 
2. Majelis Hakim melanggar pasal 1338 KUHPerdata dalam perikatan jual beli 
yang dilakukan oleh  Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi 
menetapkan klausul tentang pengenyampingan ketentuan pasal 1266 KUH 
Perdata (Vide pasal 6 ayat 4 huruf E perikatan jual beli) ; 
Bertolak pada perjanjian tersebut diatas tentunya membawa  beberapa 
implikasi yuridis seperti berikut : 
- Perikatan tersebut diatas mengikat secara imperaktif dan tidak ada 
pilihan lain dari kedua belah pihak kecuali tunduk pada ketentuan ini 
mengingat esensi dari kebebasan berkontrak/bertransaksi mengingat 
sebagai Undang-Undang ; 
- Karena tidak dimungkinkan tidak adanya pembatalan perikatan jual beli 
sehingga Termohon Kasasi seharusnya hanya mengarah kepada 
tuntutan pelakanaan perikatan jual beli sebagaimana mestinya termasuk 
tuntutan  kerugian nyata yang dialaminya sebagai akibat dari adanya 
penundaan pembayaran tersebut ; 
- Oleh karena perikatan jual beli telah mengenyampingkan pasal 1266 
KUH Perdata sehingga segala bentuk penafsiran  hukum kearah 
pembatalan seharusnya suatu keadaan/hukum dilakukan terhadap 
ketentuan hukum yang bersifat ambigus atau abstrak sementara dalam 
perkara ini semuanya sudah jelas khususnya mengenai pengecualian 
pembatalan ; 
Dalam hubungan itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang 
dikuatkan pada tingkat banding (Vide putusan  hal.30, 31 putusan tingkat 
pertama) adalah tidak berdasar dengan penegasannya yang dinyatakan 
bahwa : walaupun pasal 6 ayat 4 huruf e telah mengenyampingkan pasal 
1266 KUH Perdata namun tidaklah berarti bahwa perjanjian tersebut tidak 
dapat dibatalkan oleh karena perjanjian yang dilakukan kedua adalah 
perjanjian balik dan sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata 
menyatakan bahwa pihak yang merasa perjanjian tidak terpenuhi, boleh 
memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak 
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Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1527 K/Pdt/2007 
lainnya untuk memenuhi perjanjian atau ia akan menuntut pembatalan 
perjanjian itu disertai penggantian biaya rugi dan bunga  ; 
Bahwa pertimbangan tersebut diatas hanya relevan terhadap suatu 
perjanjian normal (tanpa klausul pembatalan) dan tentu tidak dimaksudkan 
untuk menganulir ketentuan yang termaktub didalam pasal 1266 ; 
3. Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama 
mengabaikan proteksi yuridis dari Pemohon Kasasi sebagai pembeli yang 
beritikat baik ; 
Penegasan tersebut diatas, tercermin dalam putusan Majelis Hakim Tingkat 
pertama hal.29 yang berbunyi sebagai berikut : “Menimbang, bahwa 
menurut dalil Tergugat Konpensi bahwa keterlambatan batas/penundaan 
pembayaran yang dilakukan Tergugat karena bukanlah berasal dari 
Tergugat Konpensi, akan tetapi untuk memenuhi prinsip hukum dan 
manageman PT. GMTD, Tbk yang memberi hak kepada Tergugat sebagai 
pembeli untuk bertindak teliti dan hati-hati terhadap barang yang dibeli 
mengingat Tergugat telah menemukan dokumen (Surat yang bernada 
pengakuan terhadap status pemilikan dari Drs. Pakki Sallatu diatas obyek 
sengketa). Menimbang bahwa atas dalil Tergugat konpensi tersebut  
menurut hemat Majelis kekhawatiran pihak Tergugat Konpensi tersebut 
tidaklah dapat dijadikan alasan untuk tidak  memenuhi isi perjanjian yang 
telah disepakati bersama oleh karena didalam satu klausul perjanjian 
pengikatan jual beli tersebut yaitu dalam pasal 6 pihak Penggugat Konpensi 
telah menjamin / menanggung resiko jika Tergugat Konpensi menemukan 
permasalahan  dari pihak ketiga ; 
Sebagaimana kita  pahami bahwa jaminan terhadap hak pembeli telah diatur 
secara  limitatif dalam perikatan jual beli maupun dalam ketentuan hukum 
perdata. Diantaranya ditegasan bahwa pembeli bebas menikmati atas 
barang yang dibeli, barang tersebut harus bebas dari pembebanan hak 
pihak ketiga, bebas dari cacat tersembunyi termasuk kemungkinan meneliti 
barang yang dibeli jika ada indikasi adanya hak-hak  pihak lain/pihak ketiga 
diatas barang tersebut ; 
Hak-hak dari Pemohon Kasasi sebagai pembeli tidak dilindungi sama sekali 
oleh Majelis Hakim Banding sehingga menutup peluang  partisipatif dalam 
pengendalian sumber daya hukum dan keadilan dalam perkara ini dengan 
perspektif seperti berikut : 
- Pemohon Kasasi nampaknya tidak diberikan ruang dan akses untuk 
melindungi kepentingannya diatas obyek sengketa, seperti melakukan 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id











































































Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1527 K/Pdt/2007 
penelitian ulang dan kajian terhadap surat yang ditemukan *bukti T.7B) dan 
keberadaannya sangat berpengaruh atas status obyek sengketa mengingat 
upaya seperti ini tidak mendapatkan pembenaran dari Majelis Hakim. Surat 
tersebut dibuat oleh Termohon Kasasi yang intinya membenarkan status 
pemilikan Drs. Pakki Sallatu diatas obyek sengketa dimana keadaan ini tidak  
diketahui sebelumnya oleh Pemohon Kasasi. Dalam konteks itu, adalah  
patut dan berdasar menurut hukum melakukan penundaan pembayaran 
seraya menelusuri kekuatan hukum dari surat dimaksud.  Keraguan seperti 
ini sangat berdasar mengingat Drs. Pakki Sallatu  adalah salah satu pihak 
yang pernah mengklaim obyek sengketa sebagaimana miliknya serta 
pernah menerima pembayaran dari Pemohon Kasasi ; 
- Penundaan pembayaran seharusnya diterima sebagai resiko yang harus 
ditanggung oleh Termohon Kasasi karena semua itu terjadi akibat dari 
suratnya sendiri  (T.7B). Hal ini sudah sesuai maksud perjanjian perikatan 
jual beli dalam pasal 6 dimana menegaskan Termohon Kasasi menjamin / 
menanggung resiko jika pihak  Tergugat Konpensi menemukan 
permasalahan dari pihak ketiga. Anehnya karena pengertian pasal ini 
ditafsirkan sebaliknya oleh Majelis Hakim dan dijadikan pertimbangan untuk 
menolak kekhawatiran dan penundaan pembayaran dari Pemohon Kasasi ; 
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat :  
Bahwa alasan permohonan kasasi  dapat dibenarkan, dengan pertim-
bangan-pertimbangan sebagai berikut :  
1. Bahwa yang menjadi permasalahan yang mendasar dalam kasus  aquo 
adalah gugatan Penggugat dalam hal Tergugat telah melakukan 
“wanprestasi” atas sisa pembayaran Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara 
Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Februari 2002, yaitu uang sebesar 
Rp.75.000.000,- ; 
2. Bahwa kalau kita mensitir inti wanprestasi itu sendiri adalah : adanya salah 
satu pihak yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya terhadap pihak 
yang telah diperjanjikan dan terhadapnya mempunyai resiko yaitu : pihak 
yang melaksanakan wanprestasi diberikan kewajiban untuk melaksanakan 
kewajiban atau membatalkan perjanjian asal (batalnya perjanjian) ; 
3. Bahwa ternyata secara faktual dalam kasus a quo Tergugat yang nota bene 
sudah terikat baik  mau menyelesaikan  kewajibannya membayar sisa 
pembayaran sebesar tersebut diatas dengan cara sudah beberapa kali 
mengundang Penggugat untuk datang menerima sisa pembayaran dan 
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Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1527 K/Pdt/2007 
terakhir dengan upayanya untuk menitipkan uang konsinyasi kepada 
Pengadilan (bukti T.3 dan T.5), jadi dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak 
ada niat  “untuk tidak membayar”  sisa pembayaran Perjanjian Pengikatan 
Jual Beli dimaksud (wanprestasi) ; 
4. Bahwa adapun keterlambatan pembayaran dimaksud bukanlah semata-mata 
terdapat kesalahan Tergugat, namun karena adanya surat yang bernada 
pengakuan terhadap status pemilikan dari Drs. Pakki Sallatu  terhadap objek 
sengketa  (T.7B). Sehingga hal tersebut oleh Tergugat perlu adanya 
klarifikasi dengan penyelesaiannya terlebih dahulu, sebagai upaya tidak 
terdapatnya cacat tersembunyi terhadap perjanjian itu sendiri dan juga 
sebagai hak dari Tergugat yang bersifat kehati-hatian  dalam penguasaan 
terhadap status obyek sengketa.  Dan adanya hal tersebut diataslah 
sehingga terjadi keterlambatan pembayaran sisa uang, meskipun hal–hal 
tersebut sudah dijamin oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam isi 
perjanjian pasal 6 ; 
5. Bahwa selanjutnya mendasari ketentuan yang tersebut dalam pasal 6 ayat 4 
© perikatan jual beli menetapkan klausule tentang pengenyampingan 
ketentuan pasal 1266 KUH Perdata hal tersebut telah disepakati oleh kedua 
belah pihak sehingga merupakan Undang-Undang bagi pembuatnya (Vide 
pasal 1338 KUH Perdata), sebagai suatu ketentuan yang bersifat spesialis 
yang  harus diikuti oleh kedua belah pihak, sehingga dalam hal pembatalan 
perjanjian tersebut telah tertutup kemungkinannya, namun hanya 
mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dengan 
adanya tuntutan kerugian terhadap keterlambatan sisa pembayaran uang 
perjanjian ; 
6. Bahwa dari uraian tersebut menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual 
Beli tertanggal 8 Februari 2002 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak, 
termasuk sisa pembayaran yang harus diterima oleh Penggugat ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat 
cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 
PT. GOWA MAKASSAR TOURISME DEVELOPMENT, Tbk. tersebut harus 
dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.167/ 
Pdt/2006/PT.Mks tanggal 8 Agustus 2006  yang telah menguatkan putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No.104/Pdt.G/2005/PN.Mks tanggal 12 Januari 
2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar 
putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;   
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id











































































Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1527 K/Pdt/2007 
Menimbang,  bahwa oleh karena para Termohon Kasasi  berada di pihak 
yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam     
dalam tingkat kasasi ini ; 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan 
Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ; 
M E N G A D I L I  : 
Mengabulkan  permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. GOWA 
MAKASSAR TOURISME DEVELOPMENT, Tbk.  tersebut ; 
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.167/Pdt/2006/ 
PT.Mks tanggal 8 Agustus 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No.104/Pdt.G/2005/PN.Mks tanggal 12 Januari 2006  ; 
MENGADILI SENDIRI : 
Dalam Konpensi : 
Dalam Provisi : 
Menolak gugatan provisi dari Penggugat Konpensi ; 
Dalam Eksepsi : 
Menolak eksepsi dari Tergugat Konpensi ; 
Dalam Pokok Perkara : 
Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ; 
Dalam Rekonpensi : 
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; 
- Menyatakan penitipan/konsinyasi uang sisa pembayaran sebesar 
Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh 
Penggugat Rekonpensi adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum; 
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi yang menolak sisa pembayaran tanah 
miliknya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)adalah 
perbuatan melawan hukum ; 
- Menyatakan perjanjian pengikatan jual beli antara Tergugat Rekonpensi 
dengan Penggugat  Rekonpensi tertanggal 8 Februari 2002, adalah sah dan 
mengikat secara hukum ; 
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menerima sisa pembayaran 
tanahnya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada 
Pengadilan Negeri Makassar ;  
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Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1527 K/Pdt/2007 
Menghukum para Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk 
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima 
ratus ribu rupiah) ; 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 
Agung  pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 oleh German Hoediarto, SH. 
Hakim Agung  yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  Ketua  
Majelis, M.Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Soedarno, SH.  Hakim-Hakim Agung 
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu 
oleh Made Suweda, SH.MH.  Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para 
pihak ; 
 
Hakim-Hakim Anggota :              K e t u a  :  
 ttd./-        ttd./- 
M.Imron Anwari, SH.SpN.MH.                    German Hoediarto, SH 
 ttd./- 
Soedarno, SH.    
 
Biaya – biaya :       Panitera – Pengganti : 
1.  M e t e r a i . ………… ……… Rp.    6.000,-   ttd./-   
2.  R e d a k s i …………………. Rp.    1.000,-           Made Suweda, SH.MH.   
3. Administrasi kasasi …… ……. Rp.493.000,-  





Mahkamah Agung RI 
An. Panitera 
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RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap Yuliana, Lahir di Takalar tanggal
26 Februari 1992 dan merupakan anak terakhir dari tiga
bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak
Muhammad Ali dan Ibu Rosdiana. Penulis menyelesaikan
pendidikan dasar hingga menengah atas di Takalar, yaitu di
SD Inpres Negeri 1 Takalar, SMP Negeri 1 Takalar dan
SMA Negeri 1 Takalar. Pada tahun 2011 menulis
melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar dan memilih jurusan Ilmu Hukum.
Penulis lebih banyak menghabiskan waktu mencari ilmu lewat organisasi-organisasi
diluar kampus. Salah satunya adalah MAKES (Almarkaz for Khudi Enlightening
Studies) bertempat di Almarkaz, penulis mengikuti diskusi-diskusi dengan beragam
topik yang disajikan dalam bahasa inggris dan bertemu dengan orang-orang dari
berbagai jurusan menjadikan penulis memiliki jaringan pertemanan lintas kampus,
lintas jurusan. Memiliki passion untuk merasakan atmosfer pendidikan diluar negeri
membuat penulis berusaha keras untuk bisa berbahasa inggris dengan baik. Seperti
yang sering dikatakan oleh para pejuang mimpi bahwa hasil tidak pernah mengianati
usaha, maka pada tahun 2014 ketika penulis masih berstatus mahasiswa semester 5,
penulis mendapatkan kesempatan untuk menjadi peserta pertukaran pelajar dan
mahasiswa (Jenesys 2.0) di Jepang yang diselenggarakan oleh Japan International
Corporation Agency (JICA), sekembali dari Jepang penulis masih memimpikan untuk
menjelajahi negara lain dan pada tahun ini ketika penulis menyandang gelar
mahasiswa tingkat akhir, penulis mendapatkan kesempatan untuk mengikuti
pertukaran pelajar (Young Southeast Asean Leader Initiative) di Negara Obama,
berkuliah di University Massachusetts dan bertemu dengan pemuda-pemudi terbaik
dari 10 negara Asean. Sebulan setelah kembali dari Amerika, Para peserta YSEALI
diundang kembali untuk berjumpa secara langsung dengan si Presiden di Kuala
Lumpur, Malaysia tepatnya seminggu sebelum riwayat ini dituliskan.
Betapa banyak hal yang tak pernah dibayangkan oleh si Penulis akan terjadi selama
berkuliah di kampus peradaban, menjadi mahasiswa yang membawa nama UINAM
sejajar dengan kampus-kampus terbaik di seantero Indonesia bahkan hingga Asean
dan juga dunia internasional. Semuanya berawal dari mimpi, maka teruslah
bermimpi.
Yuliana
